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Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (13)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Indikator
Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana
Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun
Anggaran 2023;

1.

2.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022  Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
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Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INDIKATOR
TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM
BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai
perangkat kecamatan.

8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan
dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.
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10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan PPPK yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2
Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:
a. penggajian formasi PPPK;

pendanaan Kelurahan;
bidang pendidikan;
bidang kesehatan; dan

o po o

bidang pekerjaan umum.

Pasal 3
(1) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk

penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan:

a. jumlah formasi PPPK;

b. gaji pokok dan tunjangan melekat; dan

c. jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.

(2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk
pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b ditentukan berdasarkan satuan biaya per
Kelurahan dan jumlah Kelurahan tiap-tiap Pemerintah
Daerah.

(3) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk
bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d, dan bidang pekerjaan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e pada
Daerah  provinsi dan  kabupaten/kota, dihitung
berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat
kinerja Daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan
Daerah.

(4) Indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah
pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan indeks
komposit dari beberapa indikator kinerja tiap-tiap bidang.

(5) Indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:

a. bidang pendidikan, yang dihitung berdasarkan
indikator:
1. rata-rata lama sekolah;
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(1)

(3)

angka partisipasi murni,
tingkat penyelesaian sekolah;
persentase guru layak;

rasio kelas layak; dan

o s L

. peta mutu pendidikan;
b. bidang kesehatan, yang dihitung berdasarkan
indikator:
1. usia harapan hidup;
2. persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas
kesehatan;
3. persentase bayi, balita yang mendapat
imunisasi dasar lengkap; dan
4. Dbalita dengan gizi normal; dan
c. bidang pekerjaan umum, yang dihitung berdasarkan
indikator:
1. persentase keluarga dengan akses terhadap air
minum layak;
2. persentase keluarga dengan akses terhadap
sanitasi layak;
3. kondisi jalan mantap;

>

rasio elektrifikasi; dan
5. kualitas sinyal telepon dan sinyal internet.

Pasal 4
Penggunaan bagian DAU penggajian formasi PPPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan bagian DAU pendanaan kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan.

Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bidang kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan
bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf e dilakukan untuk kegiatan fisik dan/atau
nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan
dasar.

Pasal 5
Bagian DAU penggajian formasi PPPK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pendanaan
yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan
tunjangan melekat pada formasi PPPK tahun 2022 dan
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tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Formasi PPPK tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk PPPK:
a. yang telah lulus dan memperoleh nomor induk
pegawai pada tahun 2022; dan
b. yang telah diangkat menjadi ASN di Daerah.
Jumlah formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi
kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi.
Rincian jumlah formasi PPPK tahun 2022 dan tahun
2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian
formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
Bagian DAU pendanaan kelurahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dialokasikan untuk
memberi dukungan pendanaan kepada  Daerah
kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban pendanaan
bagi Kelurahan.

Bagian DAU pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk
kegiatan fisik dan/atau nonfisik.

Bagian DAU pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen
pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan
melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah mengalokasikan bagian DAU pendanaan
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikalikan
dengan jumlah Kelurahan pada tiap-tiap Pemerintah
Daerah.

Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berdasarkan data jumlah Kelurahan yang ditetapkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri yang digunakan dalam
perhitungan alokasi DAU tahun 2023.

Rincian jumlah Kelurahan dan pagu bagian DAU
pendanaan Kelurahan per Daerah tercantum dalam
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(3)

huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Bagian DAU pendanaan Kelurahan untuk setiap

Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata;
atau

b. dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan
alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan
dan/atau kinerja Kelurahan.

Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dihitung paling sedikit sebesar 50% (lima puluh

persen) dari pagu bagian DAU pendanaan Kelurahan

dibagi kepada seluruh Kelurahan secara merata.

Pagu alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung

paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu

DAU pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan:

jumlah penduduk;

angka kemiskinan;

luas wilayah;

ketersediaan pelayanan dasar;

kondisi infrastruktur;

transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan;

dan/atau

g. indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.

Data untuk menghitung alokasi berdasarkan kebutuhan

dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang.

me e TP

Pasal 8
Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan untuk
mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka
peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan
sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta
kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana
tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Penentuan besaran pendanaan kegiatan fisik dan/atau
nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan
memperhatikan prioritas nasional.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
belanja yang terkait dengan:
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a. peningkatan capaian SPM bidang pendidikan; dan

b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga
kependidikan Daerah.

Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan

tenaga kependidikan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b paling tinggi sebesar 20% (dua
puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang
pendidikan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat digunakan untuk:

a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga
kependidikan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. belanja honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan

c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pasal 9
Penggunaan bagian DAU bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan untuk
mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka
peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan
sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta
kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana
tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

belanja yang terkait dengan:

a. peningkatan capaian SPM bidang kesehatan;

b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan;
dan

c. belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional.

Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah

alokasi bagian DAU bidang kesehatan.

Belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling

tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
alokasi bagian DAU bidang kesehatan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat digunakan untuk:
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(1)

a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. belanja honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan

c. Dbelanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pasal 10
Penggunaan bagian DAU bidang pekerjaan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan

untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam

rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang

pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan

subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan

pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf E

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian

SPM bidang pekerjaan umum.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

termasuk untuk:

a. belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. belanja honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan

c. Dbelanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pasal 11
Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk bagian

DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian
formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan,
bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dalam
APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (6):

a. lebih besar dari jumlah Kelurahan yang dimiliki
Pemerintah Daerah, besaran penganggaran bagian
DAU pendanaan Kelurahan dalam APBD dilakukan
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dikalikan dengan jumlah Kelurahan yang dimiliki
Pemerintah Daerah; atau
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b. lebih kecil dari jumlah Kelurahan yang dimiliki
Pemerintah Daerah, besaran penganggaran DAU
pendanaan Kelurahan dalam APBD dilakukan paling
banyak sebesar alokasi DAU pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

(3) Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk
bagian DAU yang  ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun
Anggaran 2023, kepala Daerah menganggarkan dalam
perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 12
Belanja yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya
telah ditentukan, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang
tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan lainnya.

Pasal 13
Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari
bagian DAU yang penggunaannya telah ditentukan diawasi
oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  212/PMK.07/2022

TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN
KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG
DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023

A. RINCIAN JUMLAH FORMASI PPPK TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 YANG
DIPERHITUNGKAN DALAM BAGIAN DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK

Jumbah Pormas PPPK 2022 Jumlah Formas PPFK 2023 *) Bagian DAU
Mo Daerah Tenaps Tenaga nm;“m
Guruy | Keseha: | Teknis | Total | Guru | Keseha | Teinis | Total (dalars rgiaN
T S — %__L_L I3 'L._E:IB (113
1| Peoviest Aeeh 149 1297 4 ©352 st 1233 1484 | 263.520.232.00000
3| Kab Aceh Darat %0 a0 e 289 433 47 460 19,862 ,052.000 00
3| Kab. Aceh Besar - - 769 = o1 ei0 Q774,266,000 00
4 | Xab, Aceh Selaman LY £ s 14 760 “ 764 13731204000 00
5 | Kub. Aceh Sxgal 27 248 80 £ 1 133 - 262 25.847.160,000 00
6 | Kab, Aceh Tengah 673 13 - 656 N6 368 “ 728 3£.1a3.4R0 000,00
T | Kab. Aceh Tengzasn 521 195 . 716 pIL] " 92 ano 22 606 435 000 00
& | Kab. Acch Yimur ona 143 40 LIt sal - - 61 51,047 322 000,00
9 | Kb Aceh Utara bl . n 1347 73 16 LAY 25.906.420 000,00
10 | Kab Beeven 126 1 513 hird . s 40,795,175 000,00
1| Key Pitie 193 92 I a0t 903 19 1o Z3.24% 000,003,00
12 | Kb Simosne 704 287 = wa 166 . - 166 40.251.416.000,00
10 | Keta Banca Aceh ml % . 763 wr ) a 00 37,930, 488, 000,00
18 | Keta Sahwog 20 - - ET % 132 - 150 2478.230.000,00
15 | Xeta Lange o0 - - wo m 26 » 682 10.703.468.000,00
16 | Kota Lhoksessume an 10 40 521 7 1 . 58 20 678 220,000.00
17 | Eab Cayubues 490 195 0 025 166 136 i) RaT] 27 485,002 000,00
| Kab. Acch Darat Daya 150 30 iU 2% 210 338 - a7 14,525 688,000 O
19 | Kab. Acch Juys a7l 105 . are 164 s 18 507 23.711.106000,00
20 | Kab. Nagan Raya %2 100 Py 5y 210 - - 10 21059352 000 60
21 | Kab. Acen Twmlung 481 108 135 ™ PR - 28 30,521 448 000,00
22 | Kab Pener Merlah 451 02 69 1322 196 . (1 45,286,320 000,00
2 | Kb Pie Jayn k] » 28 123 182 s - 37 &.804.622.000,00
24 | Kesa Subuiusssiam 2 70 - 91 2 - - b2l SHTL1S0.000,00
gy | Fryvias; Qusiaters; a00 W » 964 | 13200 546 st | 19221 | 128.060.906.000,00
26 | Xa» Asadan 108 - . 108 2911 0 - 3 39,110.786.000,00
7 | an, Dain 020 - - o2 1200 P 50 FRET 30,063 403 000,00
aK | xan. Dl Serdang . - - - 1741 338 - 2079 22,066,506 000,00
29 | Sab. Kew 04 & . 464 1192 4 o5 1492 4473 960 00,0
2% | Kob. Lavskanban nen - - B8 1851 - - 1651 42300 552 000,00
A | wab, Lecgra 675 £ a8 7 2997 52 47 1080 T2 404 TRA 000,00
32 | Kb, Masditing Naal | 1.025 ' . 1035 s " 51 83 49,504 202 000,00
23 | Kab Nias 1 5] a5 114 L} 7 1w 25721 19620000
34 | Hab Simalungin 185 ‘ 186 147 1084 . =857 5 155 486 000,00
35 | Kab Tapeoel Selotes a8 52 19 ol 1044 TeE - 2.9% 35174 7600000
36 | Kow. Tapeoull Tengoh IR0 " - 0 2587 548 a2 2047 42.259.043.000,00
37 | Knd Tapansl Utsn 1381 761 ” 2048 L8328 90 LT4 96,864, 240,000.00
38 | Kav.Tota sir “w 557 L 10 (8] 30.311,046,000,00
39 | xeta Blnju 180 EH 4 A% 154 L3 3 237 19,053, 350.000,00
a0 | Tata Matan 1057 3t - 1178 2520 P 3 ERH 78.435.648,000,00
a1 m s01 a 632 T30 7 (3] w7 33.327,114.000,00
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Jumlah Formas PPPK 2022 Jumlah Pormasi PPPK 2023 " ;;,.n Lmu
"
o o Gura | Kemba | Tolmis | Tout | Guru | Kesehae | Tl | ot m‘%:’,',"
= e - . - o

42 | Kot Sdeiga o 50 . 114 N - . ke 5 104,734 000,00
43 | Nota Targang Pelal 270 . e an 2 n ¥ 19,165 130 000,00
| Xots Tebing Toug 114 155 e 1 25 406 16.:000.544.000,00
5 E"""! . 1 S : 130 o . - - 5,005.040.000,00
6 | Ko Pakpak Bharat oz 108 . 170 282 h 10 ‘s 10,576 K72,000,00
47 | Kns Nana Selatan 192 100 ) 3176 855 25 4056 | 61000 50,000,00
1o | K Hatkare - B 1146 W0 32 | 2c08 | 209075200000
49 | Kab Serdung Dedagal 00 00 3066 150 19 5228 S9.484.120 000,00
80 | Kb Sumenir 16 139 S 295 780 16 - 806 | 2047000420000
51 | ab. Dary Bara an . 4Ll 1529 191 2 1732 | 3433023600000
32 | Kab. Pacang Lawss w2 108 o %93 185 60 . 25 | 405204540000
53 | Bak, Teang Lawee 1% 110 I a4 10%% 292 : 1471 | 26.549.460.000,00
54 iaRanteis 264 264 1.508 268 0 1174 | 2640534500000
58 5‘&“‘“"“’“’" % 22 " 128 508 - . 508 16.704.016.000,00
56 | Kab. Nias Utern - 251 3 2% a2 252 | s 18 113.022.000,00
57 | Kob Mas Gamt 34 220 10 584 180 1 2 18 24,40 506.000,00
| Kow Gunungsmll 184 184 431 148 2 0 10.453.672.000,00
B | . Loz 84 205 | 2516 | semm 319 225 | 5081 | 130,932 616,000,00
€0 | Kab LimePuluh Kow | €22 5 190 w0 513 15 W0 | A8826.192.000,00
61 | Kol Aguz 401 = s 706 1494 221 1715 | 47700.128.00000
g | X0 Krpulewsn 4l = w1 W4 512 2 965 | 93405.580000,00
oy | Jab-Padang 1,088 70 156 tast | 183l 121 . 1952 | 7670916000000
G4 | Nals Passcstan £ 290 ) RE 1408 M - 1059 54201326000 20
65 | Xak Peeder Selatan L2 150 197 Lot | 2161 839 1000 | 0400092500000
o | Xab. Syunjung azs 9 53 1674 <27 123 . 5% | +7.195292.000,00
67 | Knb Sowk 134 . . 124 1510 ey - 235 | 30134414 000,00
68 | Kab Tasah Dater &a7 20 B 1026 139 s - 1625 4,754,058 000,00
@ | Koo Buit Tings 158 w 158 363 P 17 187 18089 142,000,00
70 | Weoa Padang Pardang a 106 P 196 12 79 151 0.430,154. 000,00
71| Keea Madang - - . 25407 5 150 3301 | 35006414 00000
72 | Keta Payskumbuh 293 120 7 an a4 ar - W3 | 2259658200000
73 | Ko Savahlunm 112 169 0 51 84 211 2 297 | 2051936600000
74 | Kota Solak 38 3% 186 a5 ' 241 4021278 000,00
75 | Kotx Pariwnan - - - 61 2 ot 647 254 000.00
16 | Kah Pasamas Darat 18 ey 220 Lasl H%0 R 1148 69 21522000000
77 | Kob Dhsemesceya 53 203 sl 1122 819 ass - 1O | S.655.492.000,00
78 | Kab Solok Selaan 358 32 . %0 4.129.860.000,00
T | Previos Risw 7297 108 2 7o8s | Boos e - 9236 | 394.080,908,000,00
) | Ked Desgaks 1947 169 “ 22 2209 517 - A6 | 114,130,460 000,00
st | X indomgint Hik a2 0 24 e 3480 5 sath | 8974496000000
22 | Nab. todeegist Huts 221 nt 16 54 2100 264 . 2433 | 39435694 0000
83 | mab, Kampar - - 44n2 790 160 2447 | s7a1e43m00000
#e | %ab. Kusacan ¥ s & . ar 21 1038 11617 33200000
85 | Kub. pewanan 1056 W 30 1053 | zasr o0 5 2822 | 7163647200000
56 | Kab Rekan 1lilr Loin 526 143 1582 229 . . 29 | 6325026200000
87 | Kab Mskan Muly s e " re | e 2 i 1227 | 6150048000000
85 | Kab Sink 1599 576 58 2150 512 480 R 002 | $3.32:.285.000,00
& | Kom Duma 152 ) & 230 w1 569 . 1153 | 2186494200000
50 | Xeca Petanbaru 260 @ i ¥y 2419 » 2448 | 40,500,588 000,00
Tl B s 5% 440 o« 1008 0 200 - A6D | 4328294000000
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Jumlah Formas: PPPK 2022 Jumizh Formas PPPK 2023 *| Bagian DAU
= g Koo Lo Pommas PP
Curu Keacha- | Yoknin Total Guru Keseha- Yeknis Total (dalars mplah)
-  —— B B, B . T

02 | Provisst Jembit 164 20 12 wo | soss w2 210 5562 | 68.565818.000,00
03 | Kab, Remangrari 950 5 72 war | 1as 12¢ 1462 | sassyice.00050
04 | Kab Sungn 15 1n 1923 =0 7203 | 2054512000000
95 | Kab. Kerine s 20 23 581 L4 P : 1357 | 30670206.0000
86 | Kab. Merangn a0 . . a0 2571 08 102 AT | 4961500800000
97 | Kub Mosro Jambi 1 2 359 1536 55 1501 | 3185648600000
98 | Kub Sronngun @ P w o) K16 z JRI6 | 2297100000000
99 | pan Temjunglatucy | 00 - o | 19w 53 w | 2w | ssi:0sm00000
100 | Kab Taajung Jiurg |5 50 20 | 18 10 2 | 16%2 | 2s23s0z50m.00
101 | Ken Tebs P : . ot 2082 w Z 2030 | 30.063,48,000.00
102 | Kesa Jamth 1te E 193 2202 657 90 2038 | 282500000
103 | Keea Sunga Prub " 72 36 40 s B3l 15.642.610.000,00
10¢ | . Tmeviast Pumatere 32 . 3 4320 | 2409 Py Iz 330 | 198703286 000,00
205 | Xab. Lahas 1204 . 1204 P 1772 2606 | TA978.976.000,00
108 | Kab, Must Bunyussin Liag « . 5 1408 1 556 - 3304 T 1806, 248 000,00
207 | sab, Sust Riowas - S 1034 184 2 1290 | 13202060 000,00
108 | Kab. Munra Enim 1386 % 109 1545 | s 153 A 1280 | 737630600000
30 | Hab. Opan Romering [ 5o 248 B 2248 | 2308 1wt 3 2975 | 101274204 200,00
e gg" Ogan Rowering 319 249 ' 568 | Lass asi 19 | 2438 | avreper6m020
111 | Kota Paebang 2300 200 81 T | 43w 1109 7 5436 | 201.296435200020
112 | Kots Prabumeth 2% He 340 s 229 N2 . 5601 42,313 3066 00000
113 | Kine Pugar Alem & 18 131 56 150 2 238 7570 650.000.00
134 | Koea Lubak Lirgga 23 5 Py an m [ 45 7025 110.002.00
115 | Ko Hamyuasin 1423 - 142¢ nio 1347 - a1 TI.7E9. 79000000
106 | Kb Ogses ir w0 30 o 1096 516 ’ 516 | 48.75192.000,00
nr ;‘;‘I"“‘” Komeczy o . 70 1008 72 1esl | 24,368 494,000.00
T m“:!"‘! s Kdchering 644 z34 3 912 &1 ‘o P 134 36,584, 028,000,00
100 | Mab. Bmpst Lawsmg 5 @ P a3 10 a0 . %26 16.315.208.000,00
150 [ J Pemial Aty 523 185 176 ast 738 153 256 43.551.216.000.00
11 How 1z 67 s 189 1031 120 1157 | 105584000000
122 | Proviast Besgiouds . ' 2304 29 0 2751 | 2919911400000
| Kab. Benpaty 205 20 2 w 0 10 X as+ 16300306 000,50
124 | Kub Mengkulu Unars | 250 25 - P 1.648 a13 74 2488 | 3795081800000
125 | Knb. Reang Lebang 11 o a1 24 L2 st 1451 | 2560439400000
126 | Kow Bengieala 1102 344 208 1854 L2 205 a0 1L6%9 | w1200858 00000
127 | ke Kaur 228 ) 5 sy % 2 s 3o 15 118 658 009,00
1am | xas Seluma 493 251 15 759 ase 150 R S8 | 34.619.484.000,00
129 | Kab, Neiusmuis 0 s 15 oz 9 2 1049 | 18,027.006,000,00
100 | Kab. Letong 208 100 » 04 ) P - S8 | 20.842.408.000,00
31 | Kab. Kepassrg 463 - = 463 514 24 23 81| 2644005200000
122 m“““"‘ . . . R 459 28 5 746 7,918 044.000,00
133 | Provissl Lempung az2 ) 16 s | 7a 06 7436 | 109279728 000,00
13+ | Kab Lampung Baras 55 55 a0 5 P 459 0949 76600000
135 | Kb Lngung P 20 10 W | 4202 a5 P 4712 | 9385396800000
130 .",‘;E“"W“ 1423 i) 75 1579 | 2mes 23 2770 | 9020491200000
137 | Kuh Lempung Utarn - - an 168 120 L | 126306000000
138 | Kob. Lamparg Tamur - 723 402 11 24 | 30us43t400000
139 | Ksh Tanggamus 424 P s 51 1460 55 & 1560 | 3454355600000
190 | Kab Tuling fewneg 3 - 620 203 a5 o1 | 1006207200000
131 | Keb Way Xanan - oA - 768 A151.352.000.00
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Jumlsh Formas: PRPK 2022 Jumith Formasi PEPK 2023 *] Bagian DAU
| o T T es,
Guru | Kescha- | Teknin | 7Total | Guru | Keseha- | Teknis | Total frrongt it
I — s R T . 1

| 37 - . 07 1820 06 . 2216 35.342.580 000,00
163 | Hota Meso B Ko %0 a0 - as0 901097200000
14 | Kah, Pesovaran @1 a8 L] 187 1871 295 EXT 20015 680 000,00
145 | Kab. Srzgsewu 1 - . m 1047 a4 0 1545 2067301800050
146 | Kab. Mesu)l 553 - - R 592 0% " S04 24333 62000000
147 pRv fuing By . . avs as9 - %5 | 1003033000000
138 | Kab Praisir Pacat =36 . =50 0% 4n 0 o 32.831.726.000.00
149 | Previosl DKI Jakacts | 5310 4TS 108y eony | 33378 5,065 . 0444 .
150 | Provinsl Jews Burat 3800 ™ -« 4571 8.0 B a8 10361 | 255.001.722.000.00
131 | Kad, lnndezg 3203 N7 w5 3019 0840 m 5 TIAIT | 202.663,290.000,00
162 | Kab, Bewas! 1020 195 “ 1278 0.8 £ - 0341 | 148.243.073.000,00
153 | Kab, Dogse 3039 518 - aen 0341 1420 . 17567 | 325.508,526.000,00
154 | Xab, Ciemin 115 I8 174 e 2wz T80 3082 60,252,963,000,00
165 | Kab, Chsjur 1200 150 % LM 0580 1168 - L1E80 | 372964984000 00
1% | Kab, Qumban a7l k] an L0es 3650 2550 «a 6293 | 107.958.954 000,00
157 | Kab. Gant 3326 1986 s 5287 10922 1712 - 1423 | 333443.472.000,00
158 | Kab. iadramayu 280 81 148 208 6965 A3 97 &.00s U3 £G1 470 000,00
1% | Kab. Karewsrg 287 o5 519 3424 70% 540 . 7560 | 212305512 00000
160 | Rab, Kutisgan 6T 100 s Lost 1608 ar2 - 2318 B0 812 850 000,00
161 | Kab. Majadesgha 1206 . Lo 1391 as 04 L629 | 6373045400000
163 | Knb. Pursnkarts 208 o 42 e 1050 662 o4 4,370 59 ARG 156.000.00
163 | Kub Subeng &0 §83 ) 0 1012 13% a0 - ATes 79153 70000000
164 | Kub Subabumi 36 7 (&2} 1130 8146 2.00% a3 10227 | 152 06).413.000.00
166 | Kab Sumedang 781 16 w a0 2910 067 . 2655 78.98).844,000,00
166 | Ksb, Taskmalaya a“wr 4 a0 480 6159 205 £33 723t 6.239.674.000,00
6T | Keotu Durdung kil RET) - 1203 2733 13t - ‘304 GO.E16.084,000,00
L68 | Ratu Dekni 133 P 230 189 4240 1175 o4 G118 | 135.668.188.000,00
WA | Kata Degor 581 oA w T PR A . 2502 5440979200000
170 | Kota Cirodon a23 m - 402 788 (51 - 79 25768522000 00
171 | Kots Depek 767 267 a8 Lon2 762 2 3064 81231672000 00
172 | Ko Sukstuml 116 116 sS4y 856 2] LAY 20087 £66.000 00
170 | Kota Taskmwlags 36 ™ 29 s 1.033 113 16 2100 S0 A3Z 300 D00 00
174 | Kova Clmaid 30} 50 “ o Rres 1 w7 27 AR 57400000
175 | Kota Danjar 102 218 142 “a 24 w0 - a0 25521 K04 00000
176 | Kub, Dandeng txuat 431 112 5 w? 2.1 1 - 2,134 45.659.552.000,00
177 | Xab Pangasdaran 235 s 1.267 134 . LEGL 29.362.491.000,00
8 m"’" 4352 145 | 4 | esst 1642 53 | 9123 | 278,645,014 000,00
IT9 | Kab, Dasjrcegaa L &) = =06 27 s n 341 25,449 400 000,00
389 | Mab, Heeyaras 2087 P 1% 2010 536 358 236 5280 | 133.441.000.000,00
381 | Kab, Hasang 815 a5 40 506 sl " 24 2083 36,557,210 000,00
182 | Kab. B 3,288 PE 401 1912 2063 123 - 2188 96450 .7I8.000 00
1K) | Wah. Bovalall 56 as n asz 2168 a % 2211 40,103 010.000,00
184 | Hab Brebes 1.285 125 k] 1487 252 2 » 2508 84518748 000,00
165 | Kab. Cicey a0 202 00 1192 1851 s - 2308 71392 680 00000
186 | Kah Demak a0 o8 192 547 1190 1.008 120 2289 #35.306.252 0000
157 | Kab. Grobegan Lo 391 51 1752 189 1an - 5040 | 119420256600 00
158 | Kb Jepara 550 . . 50 1081 205 - 1280 34.K29. 00400000
189 | Kab. Karangaoger S48 b ) 5 756 1167 e t2a 44,270 13000000
190 | Kah Kebumen 448 112 N 50 2.8 "2 12 2002 =0 A, 048, 000,00
101 | Kab Kendal 1058 150 L 192 096 153 2 115t €3.358.135.000,00
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Jumlsh Formasi PPPK 2022 Jumiah Pormasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
Pe ian
2 e Oy | xeens | e | towt | Guru | Ko | veknis | o 'lﬁmn.:::;",f
Cm i e e e w

102 | Kab, Xatee 563 A ;] 45 1002 50 . 3062 61.236420.000,00
193 | Kab Zadus 1 88 15 514 1414 a7 - 1A IN 484 660 000,00
194 | Kb Magelang e 106 a4 14062 1493 ik 162 47,800 622 000,00
156 | Kab. Pact %S 183 - A1 2055 207 - 2202 5702 LA, 000,00
150 | Kab. Pekalocgan 437 . . .57 1.55¢ 183 12s LA6) 57 350 8 10.000,00
197 | Kab Pemalang W7 78 s 359 155 163 2.847 55272, 355.000,00
198 | Kub Purbainggs 173 2 P 1% R 2 L] 2013 29 059,074 000,00
199 | Wad. Parweeejo 1133 " 78 1292 Laat EYl 1052 A0.170,804 000,00
M0 | Kab Rembang 1309 154 146 1854 815 - 215 30,014.242.000,00
201 | Xab. Stoarang 1018 432 an 2441 1470 157 - 1460 171.680.952.000,00
202 | Kab Sragm 252 REE] 085 1926 16 2092 A8.041.768.000,00
208 | Nah Sawharic 064 - o4 2352 21 1 2603 38.003.614.000 00
204 | Kab. Tegal (%73 39 e 1649 3704 10 3 1839 | 308236 88,000 00
205 | Kab. Temssggung 3 as o0 918 04 [ 1.08) 36.910.292.000 00
205 | Kab. Weeogirl 645 1 (1% 2190 30 156 Aiss | 6631655600050
207 | Kah Womosebo 503 i 70 1086 1264 i . Lasy 25131330 000,00
200 | Koin Magetang 104 9y 21 341 19 . 360 15,503 B84 000,00
20 | Kowa Pekaloegan nv 25 4 146 am a1 9 ) FITZA420000%)
210 | Keca Swaties 108 55 2% 187 7 134 - O 11563 350.000.00
211 | Kota Semarwng s 7 1221 1oy 1001 r 2,205 TO427.134.000,00
212 | Kota Surukarta x0T gl L] fas Lo I8 - L) 33,207,154 000,00
213 | HetaTepal 429 250 77 895 253 102 - &7 15.572.278.000,00
21e | Provinal 0 2t 0 40 61y 1319 3 190 | 2012 | 4510485000000
215 | wab. Baseut 206 108 0 s10 1866 a2 2 1522 26 553 083 .000,00
216 | Kab. Guswergkitul 236 199 435 102+ 2 1048 27 £74 43200000
217 | Kab. Kulen Progo 208 150 30 au) 1008 ES] 1o 1308 2T AT TR0 0000
218 | Kab Stemen 313 130 a8 501 130¢ 160 - 19604 40.138.404 L0000
215 | Kota Yopvaicrea 159 a9 23 251 456 a5 © 554 15.545.664.000 00
200 | Provinel Jews Tiwwr | 2450 919 142 3811 G065 70 - 9726 | 249.98575200000
231 Kab Pungcaian LiL) 155 " 1,003 ERERY 1 ERD T4 HATTO00000
222 | Kab Puguveagl M0 212 - .2 2552 853 " R B 1 56.060.950.000.00
225 | Kab Bitar 63 - . &3 2,006 3 bed 2456 51.917.20€.000.00
228 | Mab Bopnegoco Lue2 533 n 4807 4.129 9 . 4168 | 229.347,108.000,00
225 | Xab, Bordowose 758 150 k2l s os4 aan s 214 00, 540,0,50.000,00
226 | Kab, Geesk EES =l 620 1427 1105 " 2461 21620936 000 00
227 | Kab, Jembey 793 792 2787 L] 2809 60588410000 0O
228 | Xah. Jumbang 593 8y 20608 9 2637 62276,762 600,00
229 | Kab. Xe2n a2 150 ar 100k 00 1043 - 5002 02392 5% £00 L0
23 | Kab. Lamcagan 98) LEH 1019 2.6%0 113 - ATEE | 1138697600000
231 | Kab Lumajang 254 74 6z wan RE L S0 4299 | 69304 546.000.00
23 | Kab Madin 07 138 (L) Ll [ B 5 Lol T4 OK3 U8 000,
233 | Hab Magean 464 248 22 T 1011 13 L9243 50,347 052 000,00
232 | Kab. Nakng 1616 o 24 2785 san w7 - 2450 | 165,186 606.000,00
235 | Xab Majpokerta 228 - 225 L724 LoaT 13 2501 39.455.514.000,00
236 | Xah, Ngangak a8 %0 1018 2419 3 10 1094 75,254 K20.000,00
237 | Kah, Ngawi 1373 175 w 1878 01 0 . 2048 £2 345.116,000,00
235 | Kab. Pucie a2 a2 384 1357 13 “ 1213 27001 K34 00000
239 | Kab. Pametssan ETE 125 24 w 1039 - - 1099 9A85.358.000,00
240 | Kub. Pasupsan sra 210 120 655 1763 204 2567 52.5684.402 200,00
241 | Kab Moeorogo £ 106 ar 728 1615 . . 1615 45175434 000,00
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Jumlah Formam PPPK 2022 Jumiah Forsasi PPPK 2023 “] Bagian DAU
No|  Duerah Torngn Tenags Pormas PP
Gury | Keocha. | Teimis | Tutal | Guru | Kescha | Teknis | Total | i mpion
— = —x S e o -~ o n
362 | Kab, Provolingp 835 194 152 11w orr w9 - 1256 | 58.924.656.000,00
248) | Kab, Sampang 186 79 ) 316 2118 54 2853 | 4033747000000
233 | Kab, Sdonrio L8t 13u8 w7 8% | 2207 261 280 | 130218118 0000
265 | Kab. Stwtordo 318 e 30 n 1414 w1 2307 | 4239155400000
256 | Kab Sumenep 159 55 ] 316 234 1y 5 1061 | 2342098200000
247 | Kab Trenggdek ars 6 ans 1o | oava 622 2360 | 8668060800000
248 | Kab Tubsa 524 126 210 870 95 1208 225 | 5739407400000
249 | Knb, Tulungrgurg 1433 124 1571 | 2208 22 = 2428 | se23801800000
250 | Kos Eitar 119 T a2 2 e o7 3% 13.014.610,000.00
251 | Kem Kedin 24 . e 743 o Ho P32 | Z046.885.000,00
352 | Kera Madian 05 @0 466 29 165 - o4 22,232,784 600,00
753 | Kota Matang 301 = e a7 200 7 78 43 18.155,504.000,00
254 | Kot Mojokeno 168 . - 168 176 P 7 168 11,906,656 000,00
255 | Kota Pasursan 103 m 170 e 142 ™ 236 18.622.528.000,00
255 | Ko Fretelingm A 100 " 208 07 P} - 47 12,978,346 000,00
357 | Ko Sacetaye 1513 69 : Les2 | 330 1936 8127 | 12640060 0600 00
25 | Kota Datw 78 " a 215 1 A 216 5235 360 600,20
agy | P Kalimantaa | gqy e 293 L | ssa 02 : nEB4 | 330281452 000,40
0 | Kb Benghayang 346 258 38 551 2.060 a0 - 235 | s2am1774.00000
265 | Ka Landsk m ar 8 2,702 135 7 3861 | 5248738000000
262 | Kub. Kupuaas Huly 0o 1) 51 s 1313 658 . 9m | 33.38 41400000
263 | Kab Ketapasg 2910 7% 40 | Lm L2 i 2008 | 1608259660000
a4 | ¥ab Mempwwnn 4 12 5 wa 786 . 755 31.601.436.000.00
6% | Kab. Sambas E) 5 e 1739 41 a 2211 | 24172778 60,00
266 | ab. Sangau 150 785 42 arr 1822 P 2418 | 40.8%6.512.000,00
267 | Xab. Ssmang 600 100 n 728 2709 23 31 3025 | 70.530.406.000,00
208 | Kow Ponclannic s 30 o7 353 1659 142 I 1925 | 4172667400000
24 | Kotn Singeanung a4 101 " s 400 - - a6 2400547800000
270 | Kab Seteatay 155 0 29 2 1816 13 g 20% | 3072600000
271 | Kab Melast an 349 12 194 | 1267811600000
272 | Kb Kayveg Ueara 154 19 i 55 021 i 01 29564 71860000
211 | Kb Kuba Rayn »3 52 12 526 2668 N - 2608 | <0BRZATL00000
e mm - - - (P 1 - 1ess | 15H6T.990.00000
275 | Kad. Banos Selaran 488 7 156 ws B 58 M6 | 25431800000
276 | %an, Banto Utars 568 150 1% & 555 a3 W7 | 44.132.010,000,00
277 | Kab, Kaguss a5 5 19 04 3000 A - 3570 | 45.200.532.000.00
2. | aD. Fetawastngin 200 69 M 3 1074 20 . 1o | 2931359000000
me m‘mm 295 ate o6 L | 2166 &30 . 2796 | 68260524 000,00
280 | Kots Pelangkarwa % 2 58 an 1y 22 7 478 19297188 200,00
261 | Kan, Katngan us? 5 s sl 2 2% 868 | 4722033800000
282 | Kab Seuyan 15 ) 2 " 209 925 10,735 476.000,00
280 | Kab. Sukamara 5 76 w0z M8 wr as 2 11,375 532 000,00
284 | ¥ab Lamanda 30 25 - " H2h an i L 1231 666 20000
29 | Kab. Gunung Man 1408 a4 25 1,564 as - - & T6 278 654 00000
386 | Kab. Puling Msas 2 - T . m L7E.154.000.00
287 | Kab. Meusung Raya 1472 100 5] 1235 | tanm w7 LA6A | 26.947.076.000,00
286 | Kab. Bamo Timur - % - - 76 WG, 024, 000,00
agy | ProvimiKalimastes | 55, it 191 133 | 2106 Lot 3337 | 8.852.714,000,00
200 | Kb Tampar 626 400 = w2 | 1386 105 2 1491 | 55534 652.000,00
203 | Kab. Beeito Xunla o6 30 2 L7 o1 0 a7 36.479.679 000,00
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Jumish Formasi PPPK 2022 Jurmlah Formasi PPPK 2023 *) Bagisn DAU
No Dseran Tenaga Tenaga vm
Gury Msuenha- Teknia | Toral Guru Ko:nhb- Teknis | Tewl (chalom ok

I Gl T - BB o W B S 1 m—1 7

290 | Rimcsie engs 299 19 7 19t 213 ) z st | 24519.026.000,00
203 | e Rk Saeed ans a9 3 7a1 a9 ) - a5l | 22.628.342.000,00
204 E"“" Surgal nr 4 - 155 sco %5 35 0 14,778.320,000,00
205 | Kab, Xotahaey 100 100 “ 68 1583 338 2241 | 34.166.118.000,00
a0 | Kab. Tabalsng %0 149 4 53¢ &7 & K 154 | 22437.008.000,00
207 | Kab, Tanah Laue 201 a5 " 279 64 1960 2924 | 4177900800000
208 | Kab. Tagen 177 100 m 305 102 P 3 626 | 18.349.30¢ 000,00
29 | Kota Raajarbary az s8 54 204 40 10 ars | 1290756 0000
320 | Kote Hanjwemaxn a2z 02 P 58 #22 %43 1762 | 4118347400000
30! | Kab Helasgen 289 o6 3 73 a8 9 = 208 | 1654084000000
3% | Kab Tasah bumba “ B : = 1287 392 1 1911 | 2243920200000
3 m"‘”’“‘" %44 S0 7% 147 | 3770 s : 227 | 7875534200000
304 | Kub Beruu 795 805 e 1215 W 422 e | 7323196600000
203 | e - - 1 | 2w we | sea | <9210 s 00000
W6 | Keb Kutai Berat 1813 s e 2487 ) - - 10 4,054 502.002.00
07 | Kan Kural Tumr 1206 476 an 1999 | 1133 208 - 143 | 932.157.354.0m,00
Jon Kad, P 1 Te 2 x4 1 00 14 LK1 29.515.3%3 000,00
209 | Kot Bulinpepas 27 & e 256 1155 1 S 1290 | 46.750.434.000,00
310 | Xata Bomtang 150 13 e 611 123 75 - 197 | 25619.346.000,00
A1 | Kota Samariman o037 0 P 735 2328 333 29 2677 | 96.717.088.000,00
a2 ‘,“m""‘""‘ Paser EPe 178 7w s 28 43 %3 | 24741.042.000,00
313 | Kab, Manakam Ui 275 141 58 an 5 119 e | 20099628 w0.0m
3l | Rovntat Sutoanet 2279 693 @z 3594 130 254 A 1887 | 103.431.750.000,00
315 | Kob. Bolmang 621 100 [T 1201 au s 1260 | 41378.340.00000
316 | Hob. Minahas 68 59 %7 o7 320 Z 1533 | $233143K00000
517 wn‘ P 200 B - <89 1y 05 | 2007¢ 78800000
$18 | Rota Baung 196 7 - m 1 a6 - 227 | 1288335400000
319 | Kow Maniadi s w 225 1182 | 486 53 539 | 5129740200000
a0 | Kan Kepulumn 183 S 181 178 29 29 ax) | 1694942600000
F1- | Msinen 168 o s &ra B0 163 s 098 52.064.522.000.00
322 | Ko Tomehea 116 18 » 353 55 s 90 | 4654.724.000.00
333 | Kah Ninedasa Usare 00 200 544 1w TN 0. 779, 32600000
T Bt o TR 17 19 P 206 166 - 160 11,848, 372.000,00
325 | Xota Kormmobegy 0 = . 50 nr 1 7 46 6.340,821,000,00
326 | Xob Botwang pre) 75 . 20 166 - 106 13.198,500,000,00
azr. | b, Mindhasa = . 50 s 5 1 a2 905 206.000,00
3 M w7 aan P P 120 w 456 | 31.71996.000,00
3ze | Nab. Belaing 212 % - 287 121 %0 1 08 16,442,706 000,00
1% """"; : Sateren 539 384 204 5897 136 e 215 | 229363686 600,00
331 | Kab Bangsal 151 66 e 1786 a6 40 252 | eriv208econce
=2 w‘ 1017 m 130 LTy 3t 150 ey 55.010.334 000.00
3 | Kuv oot 34 98 191 307 401 798 | 5048220000000
338 | Kab. Tell Tol 230 1% [t 4 1307 50 asy | sersanecooso
15 | Kav Donggaln 50 3% D o | 208 460 72 259 | 5063751600000
336 | Kas Morgwali 730 531 2% 1367 a2 a1 - 119 | 6551750200000
17 | Ked. Do =51 v 31 631 - - sst | 22.01832200000
118 | Kaea Pl 429 133 0 a2 211 558 760 | 2249322200000
339 | % Parkgd Moutsng i 3 1.158 1ot 03 2250 | 24.390.972.00000
330 | b, Tojs Vs Une ans ©w 425 ¥4 790 - 1450 | 34.300.560,000,00
341 | Nab. 9 508 w2 > oo | en o w0 1275 | 58.570.422.000,00
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Jumish Pormasi PPPK 2022 Jumlah Pormas PPPK 2023 *) Bagian DAU
| = e i
Ouru Keacha- | Telnis Total Guru Kescha- | Yeiknms | Total (dalre mpled)
T N — - 'l.; TR ) Ri7) —:I a1 T
362 | sab, Hucgaat tat 207 17 40 90 n 2 . 46 27,068,764 000,00
363 | Kab, Movowad Utara a6 00 116 “@ 472 s38 13.282.000 000,00
344 | Provine Sulewesl 10388 n 10414 | 2465 35 0t 1801 | 431366 126.000.00
3¢5 | Kab. Sentseng 108 S = 205 21 ey . wos 12,213 £36.000.00
345 | Kab. Barru 151 6 2 210 620 o 2 03 14 4S5 412 000,00
347 | Kab. Sone 1915 193 | 1282 a1 . 1513 | w1svec0200000
8 | Kb Duisnbs : 1411 12 =) 1507 | 1601652600000
5539 1 Kl hlﬂlq ws als an TS ans 420 L1} 37 03K INS000.00
330 | Kol Oown 731 149 s a8 1292 1082 0 4500 | S2373200.00000
21 | Kab Jeneponto T a7 2% 4 L + - L7 | 2059080200000
352 | Kaw Lews 6t P % 1a2 1748 " trsa | 2.070.004.000.00
333 | Kad Luows Uram 361 » 81 1808 £ 1 1933 | 24.97013000,00
293 | e Naros 254 s ay 254 1019 10 = 1o2e | 29.55,00000,00
155 m!g !"“5"""“"" - 10 10 573 a9 51 L9 | 20,742732.000,00
356 | %eta Pakape . . . 24 20 » 515 5.455.690.000.00
357 | Kb, Luwu Timus 456 e I e 132 o 2 420 | so0.0s1976.000,00
388 | Rab. Pinreog 208 s w 206 1451 187 = 1698 | 20253000000
a%e | Kab, Snym . . . 44 s 0 €15 6433 750,000,00
360 | KRy 264 100 364 248 78 - 220 11,413.392.000,00
361 Drmagng . 137 745 =] 2115 | 2308545000000
362 | Kab. Sopgeng . a7 0 72 1178 | 1247145000000
3 | Rl Tekalar - - 12 20 £ 1207 13 766 355 000 00
353 | Kuh Teca Tarsie o 200 ar 714 783 221 - 1007 | 3818301000000
355 | Kalo Wajo E 52 a7 169 241 . 243 | 32331714.00000
166 | Kosa Pace Pare - - - 24 - - £ 2.77.356.009.00
57 | Kot Makussur s . 5 740 259 1 21 2920 | 983537200000
368 | Kad Toraje Utara 07 546 . 1113 w6 59 az AT | STERA42.000.00
09 mﬁ""" 4313 112 wrt 4392 6t < . 70 | 18),080.730.000.00
370 | Kab Guten 4s 1 15 o 253 573 1% 5 | 42.745.842.000.00
370 | e Kemawe 285 1608 0 251 6 1438 2106 | 130.451,448.000,00
ar2 | xah, Keiaa 65 &5 18 299 1104 “s 1709 | 2932.238000.00
373 | Xab, Muna 202 i) Y] 295 41 2130 1293 | 23083702 000,00
374 | Kota Kendari 731 ™ il ©29 v 1307 42577106 0000
373 | Kote o Bau . - - 335 = . 238 1385 600,000 .00
375 | Kab. Konwer Selutas 2 . . e X . 625 6665592 000,00
377 | Kab. Bamtans 431 217 56 4 430 124 s 500 | 33%2)63200000
378 | Kab Wazstest 324 al a7 w2 e 258 a 19905 472.000.00
379 | Kate Kitaka Utarn 50 5% 35 119 212 155 - are 12.568 904 000,00
350 | Kab. Konewe Utase 219 - 219 519 e 5 W6 1731 118.000,00
1 | Kob trrien Utem 294 211 E 4 301 1% . 2 23,761 972 000,00
o ot 242 16 “ 252 7 wm P 19,965 292.000,00
343 | Kab. Kook Thnut 778 23 1061 £ 20 250 | 43.510.585,000,00
384§ Xab. Nuou Baral e 99 > aT w9 m " L 19609 566, 000,00
185 | ab. Tuton Tengzh Tt 130 ) 358 26 @ - 102 14.742.068.000,00
w6 | Kb uton Selstan 332 1 2 238 333 162 . 495 18.269,634,000,00
37 | Provieal Betl 1473 a2 " 1814 | 2003 %50 I 2570 | 101377052000 00
385 | Kah Basung 2491 754 3475 | 3000 04 165 4029 | 176.579,106.000 00
9 | Kab Basgk ) 5% mr 303 & &8t 9,206 £62.000 20
390 | Xab Duieirng #43 a0s a1 1887 | 1630 960 - 2608 | 8199150800000
39) | Kb, Ginsyar B3 157 100 965 - 965 | 95962790 000.00
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Jumlsh Formas: PPPK 2022 Jumiah Formast FPPK 2023 *) Bagian DAU
No Dasruh Tunagn Teoaga mmx
Quru | Keseha: | Temin | Tom | Guru | Kesehao | Tekwis | Toul | GEZRIEY
U T [ P B— m I L o0

392 | Kah, Jembrona M9 o6 0 M5 785 413 - 1168 20503312 0000
390 | Kab. Karsegasem - T a7 356 5 128) | 1361770200000
a4 | Rab, Krenghuag i . 1 205 50 " ob7 7615 630 000,00
9% | Kab Tovwran 527 3 - 577 1157 1072 194 231 | 548073800000
396 | Kots Denpassr st : . B 14K2 008 100 2195 | 3641874400000
w |7 5"'! . sai2 “h 200 | o2 | i 04 z B | 16505080 000.00
w8 | ke e m 90 B 549 2357 630 2957 | 52834.91000200
o | Ked. Doy 04 3 01 g7 03 5 1683 | 2943427000000
400 | Kab Lomtok Barae 12 1o 2 184 555 708 - 1261 | 29 X0.826.000.00
401 | K Lomec Tengah 743 109 » 10 1542 o1y 2570 | €3.507.392.000,00
402 | Xab Lomek Timwe 2087 255 & 2307 36 1080 2 1436 | 107.54%.380.000,00
403 | Xab, Srawn 1295 i50 19 3 450 56 1056 | 72.242.561.000,00
303 | Notw Materms 263 =0 - RIS 5 19 . ens 10,994, 560,000,00
405 | %ota Hima 152 5 72 275 w02 198 . a0 | 205153000000
405 | Kab. $ermhaws arat 202 128 21 551 74 454 v 368 | 27.240660000,00

Kab. Losibeok Uoes 204 Pl in 245 243 %9 - a6 LK,104 AsK 000 00
aog | Puoviest Nuse 3 = 210 . 210 27924 366, 000,00
405 | Hab. Ator 221 199 5 8 LS . LUS | 2863445400000
<10 | Kob. Dela 519 s 146 w as1 207 - 658 39365 240 000,00
411 | Kad.Eade 1401 P 169 L7197 959 181 L0 | 8120883600000
%12 | Kab. Fiaces Tanur 09 22 154 58 228 - 225 | 29298 576.000.00
433 | Kot Kupwng g . : 1218 az7 rs | 16324 332 00000
414 | Eob Lembass ar 130 5 V97 192 2] 265 | 21.090642.000,00
415 | Kab, Manggaral ™3 20 5 g7 ) 118 3 AT | 4249414200000
A6 | Kan. Ngads 462 - . 482 p] 651 e 26,057, 144, 000,00
417 | ab. Soeks #61 21 148 124 2% 52 309 | 81.207.624,00000
418 | Xah. Surshe Berwt 607 219 7 1005 11 %0 nl 4T 046,234 000,00
419 | Kah, Desehe Timur 2190 200 1m0 250 | &0 ) 610 | 102,748 540.000,00
a20 | Rab. Timer Teagah F a0 0 262 | tase ) 3 1373 | 154.020.400.000 00
21 E{f""’"”"" 704 465 61 130 | 298 0 a2 | se31L56200000
22 | Kot Eupang 95 . s 250 27 567 | 2s201ATH00000
421 | Kab Rate Néno 50 v 5 Lo 232 m - 17 39300328 000,00
423 | Knb Manggarst bersr S50 550 220 1,326 e 575 - 1688 65946 108 000,00
425 | Keb. Nagekeo we 5 55 118 5% : 53 16,655 885 D00.00
ads | 0 Sunton Gursl 10 100 o Z 565 108 : e 17,601,414 000,00
7 Kb Sumita Tesgah 00 152 a3 1,128 L3} - - 5l AJ.9TEIM 000,00
azn | Xt Manggaeud Timur | 276 0 5 246 1591 152 2000 | %4643 275.000,00
420 | Nab, Subuy Rise 15 01 148 64 74 166 20 | 24.265.872.000,00
430 | Kab. Malska 280 a5 " 179 w07 04 . 5t 23200 446, 000,00
431 | Proviesi Nalukn 1803 136 = 2208 | 1w 44 = 1838 | 104.502.3% 000,00
a32 gﬂ'&m’,""“‘ 358 157 ™ 713 ot 193 400 31701808 000,00
451 | Kab. Mauku Tengun a @ st 561 | aae 118¢ | 316096400000
am m“ nz 106 o e ) it o0 | 32999206 0000
435 | Kb, Daru 551 3%0 6 905 20 109 - 890 | 15190000000
436 | Kote Ambea 0:2 210 1152 "o 4 - 7 54T &72000,00
437 | Fab fran Bugas 123 % 52 25 185 170 388 | 1350882800000
18 ."'&r&“" Baga ¥ 100 . “n 254 1135 9 13% | 4176607800000
430 | Kab. Kepulwuar Ary P 04 75 1048 23 an 35 | 4402425000000
440 | ¥ema Tual a2 oy o 556 19 as 47 | 360116500000
aal [ Ruh il B 50 20 10 1003 us 152 | 4199991500000
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Jumlsh Pormsasi PPPK 2022 Jumish Formasi FPPK 2023 *} Baglan DAU

No Daerah Tenaga Tennga m
Garw Keachn- | Telnia | Towad Gurw Keseha- Teknw | Total {dalars rgria’
U Gl 3 'ﬁt 1 o) #f L T fuse

442 | Kab, Duru Selaran 882 486 - 1368 " 716 E a0 | 6042716400000
483 | Peoviest Pagus : 400 a % 52 5.438.A97.000 00
A4 | Kah, Biax Numifor s - 1o 491 P LS TS50 12,1587 A72 00000
248 | Kab, drrspurs 1w e z w7 258 it & a2 | 19.102:764 0000
e :‘;S‘_,'“""""' z : : ) 34 : %3 3003762 000.00
447 | Kow Japapura . - - - 43 56233200000
e8| wun. surml . 13 s 18 240 2547 36000000
239 | Kub. Keeromn 145 - 145 " [&1) Pl 261 A35) 614 00000
430 | Kab Warcgen . 155 2 160 1698, 240.000.00
43 | dab Supsoe X 2 ‘ . i 2 [ 25 1.536.746.000,00
4sg | ¥ Mamberamo > 3 3 = 2 " 166 2.761.924,000,00
433 | gt 2536 209 % 2012 50 142 S35 | 197.6)3.786.000,00
484 | Xab. Haimahers 429 a8 0 833 1" w5 ‘ 400 37,092.924.000,00
455 | Weta Tomame s00 2 5 19 224 3 - 782 | 33.719,020,000,00
56 | Kab. Nalmahers Baraz | 229 . 229 58 318 416 | 17.080.556.00000
4ay | Jnb. Holeahern 642 1y 14 [t 72 an = a2 | 3719303300000
458 w 801 1060 136 100 a2 w2 P B1.200,9352.000 00
459 | Kb Halnuhera 910 a1l 6o | s [ o3 | e 22 | 478425600000
460 | Kab. Kepslauan Suk 38 30 - B s20 ol m M2 11,401,748 500 00
61 m 302 ) 62 152 A | 1632075200000
462 | Kab. Pulis Woeveal e 2 0 . . o 14.277 084 000,00
E Kb Pulag Tedatas L] 00 i o? i e - pLLY 38203586 00000
264 | Proviusk Basten 50 1o 55 w5 5344 608 6012 | 9057442800000
65 | Kob Lebak 1301 721 . 2329 | 229 T s | 298 | 117.324562000.00
PP T — 1992 s ) 2460 | twe 57 Le73 | 116.017.674.000,00
467 | Kb Serang - 1700 sz 260 | 28.562.274 000,00
405 | Rab, Tangeseg 8 478 5.135 0 ' 5501 | 76,794 438.000,00
465 | ¥ata Clegon 626 33 " 1004 @7 a7 < 674 | 49,120 390,000.00
470 | Xatn Tangrrazg . 3 : w0 s : 468 4,967, 352.000,00
471 | Kota Serung 1868 3 24 1.523 270 | 616065500000
arz &"”"‘" 1.215 1307 2542 540 1017 1557 | 114413.336,00050
" """"! . !"""‘"!!! %0 ar Rt} a0 9% o 0 1060 | 27136 646.00000
474 | Kah Taagia a3 “9 100 Rl 1958 00 1077 32,066 CA0 20000
<73 | Knh Metrung P a1 5 m 8¢ - B35 | 15 160.950.000.00
76 | Kote Pengdal Faseg 11 12 . 130 129 193 26 a3 | 1ousser200000
477 | Kab. Bangks Setan 104 50 6 160 % 240 %] 991 16.700.962 000.00
478 | Kab Dungis Tengah 128 47 o 9 36 i 13,060.956.000.00
479 | Kb, Pungis Besat 207 w % 53 100 0 1105 | 22.013.314.00000
480 | Kan Doltusg Timur 140 138 s 88 N - - 57 18.190.218.000,00
481 | Provinal Geroutalo 1657 18 12 1184 116 . 16 | 69.929.596.000,00
482 | Xan. soslemo 300 226 625 3 % M4 | 27.930.990.000,00
A8y | xan. Carontn 70 0 230 @l 185 0 1186 | 21.630.126.000,00
484 | Kow Goruntado 70 % aa 150 47 ar &7 34,085 270 000,00
453 | Kab. Fodewao 85 a3 - (333 04 50 - 4 20562576 00,00
a4 | Kah. ee Botangs 10 20 N 10 61 130 = 620 | 132700000000
457 | Rab. Oocoseato Utara | THD 576 2n 1540 u 105 = 196 | 6249830600000
am | phevinst Hepelenan 718 b ar 810 1582 at . 1909 | 2850043800000
=80 | Kab Patuen 20 336 87 s 19 203 . a2 | 2793839200000
o0 | Rad- Kepelouan 219 5 91 61 124 a3 5 27 | 2008842600000
491 | Ko% Karsmun 703 o I Lase | e ) . a6 | +e.567.51200000
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Jumlah Formsad FPPK 2022 Jumiah Formast PPPK 2023 *| Bagan DAU
No Dasrah Tenage Tenage X rom%
Guru | Keseha: | Tekals | Towl | Guru | Kesehu- | Teknin | Totsl el i
i a W o S S B/ i

492 | KotaSeam LO03 a0 554 2.5 el 160 - 03 102771 358 (000
o) | Kota Targueg Minarg 398 "r 105 o 208 . 268 | 2671951200000
04 | Kab. Lirggn o = 9 74 50 " 203 15,380 734 000.00
456 | Kal Pinan 354 100 = 518 A28 v azs | 2383833000000
456 | Proviasi Papus Barmt | 1503 188 - | 928 4% 24 14 204 #1903 30 000,00
47 | Ko Puk Pak 394 . 394 131 351 ) a0 20 404 #54.000.00
498 | Kab Manclowas| - . - e Bes 40 10ks 135314 19000000
1499 | Kad Sceoag 0t 559 1,500 201 692 31 Y £3.331.676.009.00
00 | Ko Seeonn 415 30 s w7 4 " "2 20,615 308 900,00
SO0 | N Ruin Armpat 360 1130 = 1719 193 1158 " 1 | 80,009,064,000,00
502 | Xed, Seesag Sl 287 m 360 1e8 m Py o4 25.852.535,000,00

Kab. Tebek Datwni 400 e - 1238 129 843 13 933 58.106,086,000,00
S04 | Kab, Tebk Wendama . - : 12 ) 9 a3 6.700.045.000,00
505 | Xab, Keimana W03 293 . 86 165 = 9 166 15:213.412.000,00
205 | xab. Marhewt - . - o0 y 12 n 774422 000,00
507 | Kab, Tazbrauw 288 188 188 233 s 186 15,187,308 000,00

s, Wawaiomar 2 - 142 ) 79 7 w2 | 10as0s2e 00000
o & Pegusncgan = & 0e a s w2 1,825 4086 000 20
s10; | Toevinet Subvmeat 225 20 56 01 820 é 820 | 2020238600000
511 | Kb Majene 163 0 6 179 P 269 49 767 15,033 £70.000.00
512 | Kb Mamuje @ 20 - %9 758 338 49 138 | 5043484200000
513 | Kb Pelewall Mandur 164 100 a1 a5 2118 ale 2537 | 57.902auK00000
Sie | Kay, Mamasa 248 . M8 852 135 2 1o | wer17m000000
315§ Kay Pasargiane 00 30 - “ #9) 320 [E-21 ) 16,319 274, 00000
St | Keb, Mams Tengah 00 8 3 S48 s76 = 16 010 | 30.761.124.000,00
$1T g‘ Talimaatww | 08 a2 5 9 21 14 16.035.576,000,00
518 | %ab. Pulungan 15 - T 1421 Er 1 £y 1484 | 20.574,390.000.00
319 | xah, Masneu 673 220 12 w2 3 = 3 3 15.483.250,000,00
320 | Kab. Nunukan o 1150 = s 615 524 Pl 1226 | 24.787.704.000,00
521 | KotaTeraban % 10 o 799 . 799 11402, 1L4.000 00
%22 | Kab Tara Toung - - - ] ol & Ja3 3452582 000 0O
513 m‘.’,‘”‘ - - 243 7 @ 3.255.124.000,00
24 | Kt Mesaube - - 423 23 +.4809.722 000,00
525 | Kb Buern Digoed . 4% 9 15 54 %1642 000,00
520 | Kad Maps - 207 57 29 Rz 735322 000.00
227 | Kab Asmat - z : wio 19 = e 297 006 000,00
24 ;';;,_"!- - - - 242 L 38 LR 3284 653 000,00
220 | Kab. Mimbcn 3 E 159 159 1,687 626 000,00
530 | Xab. Nuvire 351 60 511 % 543 @ 1093 | 43.900.130,000,00
231 | ®ab, Maniat . - . . ) 219 12 %5 5.996.910.000,00
537 | Kah Pemcak Jaya - - 192 3 . 199 2.112.186,000,00
533 | Kab, Dogee 200 . % 139 o . 153 19.205.822.000,00
53 | Kab. Puncak 03 ] 282 170 148 7 a1 12.632.170.000,00
836 | Kub. 2ecan 2aya - . 6 9 © 108 1146.312.000,00
53 | Kab Deswi 22 - am 61 1 4 o BAT.140.000,00
gy7 | Proviesd Peos - - . 21 6 52 76 2923981 000,00
934 | Kah dayawios 330 are 108 188 194 P 409 31.527.774.000 00
%19 | Kah Yadokims z . 1040 - " 3055 | 1139777000000
g0 | /R Pepunsagan 456 524 v a9 10,497 246 000.00
541 | Kad Tollkara - ) ) 1 ) £203.622000.00
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Jumlah Formas PFPK 2022 Jumlah Formas PPPK 2023 *) Bagian DAU
No Daerah Teragn Tenaga Penggajian
Gursw | Keseha- | Tekn | Totnl | Ouru | Kescho- | Teknin | Total | Foibeeriny
tan tan
T — Ll 55 2, —li . - il i i) i) T
342 | pab. "“‘“"‘"“! 10 . - 140 124 o3 s 2 7949 074,000,00
54 | xab. vatmo - - . 1 2 s 130 1475 326,000,00
344 | Kab. Lanwy Jaye 259 . 5 b 2 ® 279 12,504 878.000,00
545 | Kab. Ndugn s . E an - - an 3370344 (00,00
Keterangan:

*} - Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2022
dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, ditambah gaji dan
tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat
Tunjangan Hari Raya;

- Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2023
dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat; dan

- Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi
Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dihitung secara proporsional
dari kebutuhan penggajian Formasi PPPK Provinsi Papua.
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DAN PAGU BAGIAN DAU PENDANAAN
KELURAHAN PER DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Dukungan Pendanaan
No. Dacrah Jumlah Kelurahan Kelurshan Dalam DAU 2023
{delarm rupiah)
- 0 “1

1 Provinsi Aceh - -

2 Kah, Acch Barat - -

3 Kab. Acelr Besar - g

4 Kab. Aceh Selatan - -

5 | Kab. Acch Singkil :

6 | Kab. Aceh Tengah . p

7 Kab. Aceh Tenggara - -

8 Kab. Aceh Timur -

9 Kab, Aceh Utara - :
10 | Kab, Bireuen - -
11 Kab, Pidwe - -

12 | Kab, Simeulus - -
13 Kota Banda Aceh - .
14 Kota Sabang -

15 | Kota Langsa . .
16 Kota Lhokseumawe -

17 Kab. Gayo Lues - -
18 Kab. Aceh Barat Daya -

19 Kab. Aceh Jaya - -
20 Kab. Nagan Raya - -
21 Kab. Acch Tamiang

22 Kab. Bener Meriah - -
23 | Kab. Pudic Jaya .

24 Kota Subuhissalimn - -
25 | Provinsi Sumaters Utara - -
26 | Kab. Asahan 27 5.400,000.000
27 Kab, Dairi ] 1.600.000.000
28 | Kab. Deli Serdang 14 2 800.000.000
29 Kab. Kare 10 2.000.000.000
30 Kab, Labuhanbatu 23 2.600.000.000
al Kab. Langkat 37 7.400.000.000
32 Kab. Mandailing Natal 27 5.400.000.000
33 Kab. Nias - -
34 | Kab. Simalungun 7 5.400.000.000
35 Kab. Tapanull Selatan ar 7.400.000.000
36 | Kab, Tapanuli Tengah 56 11.200.000.000
37 Kab, Tapanuli Utara 11 2,200.000.000
a8 Kab. Toba 13 2.600,000.000
39 Kota Binjai a7 7.400.000.000
40 Kota Medan 151 30.200,000.000
41 | Kota Pematang Siantar 53 10.600.000,000
42 Kota Sibalga 17 3.400.000.000
43 | Kota Tanjung Balsi 31 6.200.000,000
44 | Kota Tebing Tingg as 7.000.000.000
45 | Kota Padangsidimpuan ar 7.400.000.000
46 | Kab. Pakpak Bharat -
a7 Kab. Nias Selatan 2 400.000.000
48 | Kab. Humbang Hasundutan 1 200.000,000
49 Kab, Serdang Hedagad 6 1.200.000.000
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- 2 4-
Dukungan Pendanaan
No. Daerah Jumlah Kelurahan Kelurahan Dalam DAU 2023
-0 r— i) s

50 | Kab. Samosir 6 1.200.000.000
51 Kab. Batu Bara 10 2,000,060.000
52 | Kab. Padang Lawas 1 200,000 000
53 | Kab. Padang Lawas Utara 2 400.000.000
54 Kab. Labuhanbaru Selatan 2 400,000.000
55 | Kab, Labuhanbatu Utara 8 1.600.000.000
56 | Kab. Nias Utara 1 200.000.000
37 Xab. Nias Barat =
58 Kota Gunungsitoll 3 600.000.000
59 Provinsi Sumatera Barat - -
60 | Kab. Lima Puluh Kota -

61 Kab. Agam -

62 Kab. Kepulauan Mentawai - 5
63 | Kab. Padang Parlaman - .
6 Kab. Pasaman - -
65 | Kab, Pesisir Sclatan - -
o6 | Kab, Sijunjung - -
67 Kab. Salok . -
68 | Kab, Tanah Datar - -
69 | Kota Bukit Tinggi 24 4.800.000,000
70 Kota Padang Panjang 16 3.200.000,000
71 Kota Padang 104 20.800.000,000
72 Kota Payakumbuh 47 9.400.000.C00
73 | Kota Sawanlunto 10 2.000.000.000
74 Kota Solok 13 2,600.000.000
75 | Kota Parlaman 16 3.200.000.000
76 Kab. Pasaman Barat -

77 Kab. Dharmasraya -

78 Kab. Solok Selatan -

79 | Provinsi Riau . .
80 Kab. Hengkalls 19 3.800.000.000
a1 Kub. [ndragiri Hilir a9 7.800.000.000
82 | Kab, [ndragini Hul 16 3.200,000.000
83 | Xab. Kampar 8 1.600.000.000
84 | Kab. Kuantan Singingi 11 2.200.,000.000
B85 Kab. Pelalawan 14 2,800.000.000
86 | Kab. Rokan Hitir 25 5.000.000,000
87 Kab. Rokan Hulu 6 1.200.000.000
88 | Kab. Siak 9 1,800.000.000
89 Kota Dumu 36 7.200.000.000
20 | Kota Pekanbaru 83 16.600,000.000
a1 Kab. Kepulpzan Meranti 5 1.000.000.000
92 Provinsl Jambl - -
°« Kab. Batanghari 14 2.800.000.000
%4 | Kab. Bungo 12 2.400.,000.000
95 Kab. Kennci 2 400,000,000
96 | Xab. Merangin 10 2.000.000.000
97 Kab. Muaro Jambl 5 1.000,000.000
98 | Kab. Sarolangun 9 1.800.000,000
99 Kab. Tanjung Jabung Barat 20 4.000.000.000
100 | Kub. Tanjung Jabung Timur 20 2,000.000,000
101 Kab_ Tebo 7 1.400,000,000
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102 | Kota Jambi 62 12.400.000.000
103 | Kota Sungai Penuh 4 £00.000.000
104 | Provinsi Sumatera Selatan -
105 | Kab, Lahat 18 3.600,000,000
106 | Kab. Musm Banyuasin 13 2.600,000.000
107 | Kab. Musi Rawas 13 2.600.000.000
108 | Kab. Muara Enim 10 2.000,000,000
109 | Xab. Ogan Komering Ihr 12 2.600.000.000
110 | Kab. Ogan Komering Ulu 14 2.800.000.000
111 | Kota Palembang 107 21.400.000.000
112 | Kota Prabumulih 33 6.600.000.000
113 | Kota Pagar Alam as 7.000.000,000
114 | Kota Lubuk Linggau 72 14.400.000 000
115 | Kab. Banyuasin 17 3.400.000.000
116 | Kab. Ogan Thr 14 2.800.000.000
117 | Kab, Ogan Komering Ulu Timur 7 1.400.000.000
118 | Kab, Ogan Komering Ul Selaran 7 1.400.000.000
119 | Kab. Empat Lawang 9 1.800.000,000
120 | Kab. Penukal Abab Lematang Iiir 6 1.200.000.000
12! | Keb, Musi Rawas Utara 7 1.400.000,000
122 | Provinsl Bengkulu - -
121 | Xab, Bengkulu Selatan 16 3.200,000.000
124 Kab, Bengkulu Utara 5 1.000.000.000
125 | Kab. Rejung Lebong 34 6.800.000.000
126 | Kota Hengkulu o7 13,400.000.000
127 Kab. Kaur 3 600.000.000
128 | Kab, Seluma 20 4,000.000,000
129 | Kab. Mukomuko 3 600.000.000
130 | Kab, Lebong 11 2.200.000.000
131 Kab. Kepahiang 12 2.400.000.000
132 | Kab. Bengkulu Tengeh 1 200.000.000
133 | Provinai Lampung = -
134 | Kab, Lampung Barat 5 1.000.000.000
135 | Kab. Lampung Selatan Kl 800.000.000
136 | Kab. Lampung Tengah 10 2.000.000.000
137 | Kab. Lampung Utarn 15 3,000.000,000
138 | Kab. Lampung Timur - -
139 | Kab. Tanggamus 3 600.000.000
140 | Kab. Tulang Bawang 4 B00.(00.000
131 Kab. Way Kanan 0 1.200,000.000
142 | Kota Bandar Lampung 126 25.200.000.000
143 | Kota Metro 2 4.400.000.000
144 | Kab. Pesawaran - -
145 | Kab. Pringsewu 5 1.000.000.000
146 | Kab. Mesuji - -
147 | Kab. Tutang Bawang Barat 3 600,000,000
148 | Xab. Pesisir Barat 2 400.000.000
149 | Provinsi DKI Jakarta* 267 22.179.718,000
150 | Provinsi Jawa Barat - -
151 | Kab Bandung 10 2.000.000.000
152 | Kab. Bekasi 7 1.400.000.000
153 | Kab. Bogor 19 3.800.000,000
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154 | Kab, Ciamis 7 1.400,000,000
155 | Kab. Cianjur 6 1.200.000.0
156 | Kab, Circbon 12 2.400.000,000
157 | Kab. Garut 21 +4.200.000.000
158 | Kab, Indramayu 8 1.600,000,600
159 | Kab. Karawang 12 2.400.000.000
160 | Kab. Kuningan 15 3,000.000.000
161 | Kab. Majulenghks 13 2,600.000,000
162 Kab. Purwakarta 9 1.800.000.000
163 | Kab. Subang 8 1,600 000,000
164 Kab. Sukabumi 5 1.000.000.000
165 | Kab, Sumedang 7 1.400.000.000
166 | Kab. Tasikmalaya - -
167 | Kota Bandung 151 30.200.000.0C0
168 | Kota Bekasi 56 11.200,000.000
169 | Kota Bogor 68 13.600.000.000
170 | Keta Cirebon 22 4.400.000.000
171 Kota Depok 63 12.600.000.000
172 | Kota Sukabumi 33 6.600.000.000
173 Kota Tastkmalaya 69 13.800.000.000
174 Kota Cimahi 15 3,000.000.000
175 | Kota Banjar 9 1.800.000.000
176 | Kab. Bandung Barat -

177 Kab. Pangandaran -
178 | Provinsi Jawa Tengah ®

179 | Kab. Banjarnegara 12 2.400,000.000
180 | Kab. Banyumas 30 6.000.000.000
1:18 Kab. Batang 9 1.800,000.000
182 | Kab. Blora 24 4.800.000.000
183 | Kab. Boyalali 6 1.200.000,000
184 | Kab. Brebes 5 1.000.000.000
185 | Kab. Cilacap i5 3.000.000,000
186 | Kab. Demak [ 1,200 .000.000
187 | Kab. Grobogan 7 1.400.000.000
188 Kab, Jepara 11 2.200.000.000
189 | Kab. Kersnganyar 15 3.000.000.000
190 | Kab, Kebumen 11 2.200.000.000
191 Kab, Kendal 20 4.000.000.000
192 | Kab. Klaten 10 2.000.000,.000
193 | Kub. Kudus 9 1.800.000.000
199 | Kab. Magelang 5 1,000.000,000
195 | Kab. Pan 3 1.006.000.000
19% | Kab. Pekalongan 13 2.600.000,000
197 Kaby. Pemalang it 2.200.000.000
198 | Kab. Purbalinggn 5] 3.000.000.000
199 | Kab. Purworejo 25 5,000,000.000
200 | Kab, Rembang 7 1.400.000.000
201 | Kab. Semarang 27 5.400,000.000
202 | Kab. Sragen 12 2.400.000.000
203 | Kab. Sukoharjo 17 3.400.000.000
204 | Kab. Tegal 6 1.200,000.000
205 ! Kab. Temanggung 23 +4.600,000.000
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206 | Kab, Wonogri 43 8.600.000,000
207 | Kab. Wonosoba 29 5.800.000.000
208 | Kota Mageiang 17 3.400.000.000
209 | Kota Peknlongan 27 5.400.000,000
210 | Kota Salatiga 23 4.600.000.000
211 Kota Sernarang 177 35.400.000.000
212 | Kota Surakarta 54 10.800.000.000
213 Kota Tegal 27 5.400.000.000
214 | Provinsi DI Yogyakarta - -
215 | Kab. Bantl . :
216 | Kab, Gunungkidul - =
217 | Kab. Kulon Progo 1 200.000.000
218 | Kab, Sleman - .
219 | Kota Yogynkarta 45 9,000,000 000
220 | Provinal Jawa Timur . .
221 Kab. Banglkalan 8 1.600.000.000
222 | Kab. Banyuwangi 28 5.600.000.000
223 | Kab. Blitar 28 5.600.000.000
225 | Kab. Bojonegero 1 2,200.000.000
225 | Kab. Hondowoso 0 2.000.000.000
226 | Kab. Gresik 26 5.200.000.000
227 | Kab, Jember 22 4.400.000.000
228 | Kab. Jombang 4 800.000.000
229 | Kab, Kediri 1 200,000,000
230 | Kab. Lamongan 12 2.400.000.000
23! | Kab. Lumsjung 7 1.400,000.000
232 | Kab, Madiun 8 1.600.000.000
233 | Kab. Magetan 28 5.600.000.000
234 | Kab. Malang 12 2.400,000,000
235 | Kab Mojokerto 5 1.000.000.000
236 | Kab. Nganjuk 20 4.000.000,000
237 | Kab. Ngawi 4 800.000.000
238 | Kab. Pacitan 5 1.000.000.000
239 | Kab. Pamckasan 11 2.200.000.000
240 Kab, Pasuruan 29 4.800.000.000
291 Kab. Ponorogo 26 5.200.000.000
242 | Kab. Probolinggo 5 1,000,000 000
243 | Kab. Sampang 6 1.200.000.000
244 | Kab. Sidoasjo 31 6,200.000,000
245 | Kab. Situbonddo 4 800.000.000
246 | Kab. Sumencp 4 B00.000.000
247 | Kab. Trenggalek s 1.000.000.000
248 | Kab. Tuban 17 3.400.000.000
249 | Kab. Tulungagung 14 2.800.000.000
250 | Kota Blitar 21 4.200.000.000
25] | Kota Kediri a6 9.200,000,000
252 | Kota Madiun 27 5.400.000.000
253 | Kota Malang 57 11.400,000.000
254 Kota Mojokerto 18 3.600.000.000
255 | Kota Pasuraan 34 0,800,000,000
256 | Kota Probolinggo 29 5.800.000,000
257 | Kota Surabaya 154 30.800.000.000
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258 | Kota Batu 5 1.000.000.000
259 | Provinsi Kalimantan Barat - -
260 | Kab. Bengkayang 2 400.000.000

201 Kab. Landak - H
262 | Kab. Kapuas Hulu 4 B00.000.000
263 | Kab. Ketapang 9 1.400.000,000
264 | Kab. Mempawah 7 1,400.000.000
265 | Kab. Sambas -
266 | Kab. Sunggau 6 1.,200.000.000
267 | Kab. Sintang 16 3.200.000.000
268 | Kota Pontianak 29 5.800.000.000
269 | Kota Smgkawang 26 5.200.000.000
270 | Kab. Sekadau -
271 Kab, Melaw .
272 | Kab. Kayong Utara
273 | Kab. Kubu Raya -
274 Provinsi Kalimantan Tengah - -

275 | Kab, Barito Selatan 7 1.400.000.000
276 | Kab. Barito Utasa 10 2.000.000.000
277 | Kab. Kapuas 17 3.400,000.000
276 | Kab. Kotawartngin Barat 13 2.600.000.000
279 | Kab. Kotawaringn Timur 17 3.400.000.000
280 | Kota Palangkaraya 30 6.000.000.000
281 Kab. Katingan 7 1.400.000.000
282 | Kab. Seruyan 3 600.000.000
243 | Kab. Sukamara 3 600.000.000
284 | Kab. Lamandan 3 600,000 000
285 | Kab. Gunung Mas 13 2.600.000.000
286 | Kab, Pulang Pisau 4 800,000.000
287 | Kab. Murung Raya ] 1.800,000 000
288 | Kab, Barito Timur 3 600,000,000
289 | Provinsi Kalimantan Selatan - -
290 | Kab. Banjar 13 2.600.000.0C0
291 Kab. Barito Kuala 6 1.200.000.000
292 | Kab. Hulu Sungat Selatan R 800,000,000
293 | Xab. Hulu Sunga: Tengah 8 1.600.000.000
299 | Kab. Hulu Sunga Utara 3 1.000.000.000
295 | Kab. Kotabaru 4 800.000.000
296 | Kab. Tabalong 10 2.000.000.000
297 | Kab. Tanah Laut 5 1.000.000.000
298 | Kab, Tapin 9 1,800,000 000
299 | Kots Banjarbaru 20 4.000.000 000
300 | Kota Banjarmasin 32 10.400.000.000
301 | Kab, Balangan 3 600,000,000
302 | Kab. Tanah Bumbu 5 1.000.000.000
303 | Provins! Kalilmantan Timur . -
304 | Kab. Berau 10 2.000,000,000
305 | Kab, Kutai Kartancgara 44 8.800.000.000
306 | Kaeb. Kutni Barat 4 800,000,000
307 | Kab. Kutai Ticaur 2 #00.000.000
308 | Kab. Paser 5 1.000.000.000
304 | Kota Balikpapan 31 6.800.000.000
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310 | Kota Bontang 15 3.000.000.000
311 Kots Samarinda 59 11.800.000,000
312 | Kab, Penajam Paser Utara 24 4.800.000.00¢
313 | Kab. Mahakam Ulu - -
314 | Provinsi Sulawesi Utara . E
315 | Kab. Bolaang Mougondow 2 400.000.000
316 | Xub. Minahasa 43 8.000.000,000
317 | Kab. Kepulauan Sangihe 22 4.400.000.000
318 | Kowa Bitung 69 13,800.000.000
319 | Kota Manado 87 17.400.000.000
320 | Kab. Kepulsuan Talaud I 2.200.000.000
321 Kab. Minahasa Selatan 10 2.000,000.000
322 | Kota Tomohon B 8.800.000.000
323 iKab. Minahasa Utara 6 1.200.000.000
324 | Kab, Kep. Simu Tagulandang Biaro 10 2.000.000.000
325 | Kota Kotamobagu 18 3.600.000.000
326 | Kab, Bolsang Mongondow Utara 3 200.000.000
327 | Kab, Minahasa Tenggara 9 1.800.000.000
328 | Kab. Bolsang Mongondow Tanur -
329 | Kab, Bolaang Mongondow Selatan - -
330 | Provins] Sulawesi Tengah - -
331 Kol Banggai 46 9.200.000.000
332 | Kab. Banggal Kepulauan 3 600.000.000
333 Kab. Buol 7 1.400.000.000
334 | Kab. Toli Toli 6 1,200.000.000
335 | Kab. Dooggala 9 1,800.000.000
336 | Kab. Morowali 7 1.400.000.000
337 | Kab. Poso 28 5.600.000.000
338 Kot Palu 46 9.200.000.000
339 | Kab, Pang Moutong 5 1.000,000.000
340 | Kab. Tojo Una Una 12 2.400.000.000
341 | Kab, Sigi - -
342 | Kab. Banggai Laut 3 600.000.000
343 | Kab. Morowall Utara 3 600.000.000
344 | Provinsi Sulawesi Selatan - -
345 | Kab. Bantaeng 21 4,200.000,000
346 | Kab. Barru 15 3.000.000.000
3a7 Kab. Hone a1 £.800.00:0.000
348 | Kab. Bulukumba 27 5.400.000.000
349 | Kab. Enrckang 17 3.400.000.000
350 | Kab. Gowa a6 9,200,000.000
351 Kab. Jenepanto 31 6.200.000.000
352 | Kab. Luwu 20 4.000,000,000
353 | Kab. Luwu Utara 7 1.400.000.000
354 | Kab. Maros 23 4.600,000,000
355 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan 38 7.600.000,000
356 | Kota Palopo 48 G.600.000,000
357 | Kab. Luwu Timur 3 600.000.000
358 | Kad. Pinrang 40 8.000.000.000
359 | Kab. Sinjai 13 2.600.000,000
360 | Kab. Kepulauan Selayar 7 1.400.000.000
361 | Kab, Sidenreng Rappang 38 7.600.000.000
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362 | Kab. Soppeng 21 4,200.000.000
363 | Kab. Takalar 24 4.800.000.000
364 Kab. Tana Toraja 47 9.400.000.000
365 | Kab. Wajo 48 9.600,000.000
366 | Kota Pare Pare 2 4.400.000.000
367 | Kota Makassar 153 30.600,000,000
368 | Kab, Torgja Utara 40 8.000.000,000
369 | Provinsi Sulawesi Tenggara -
370 | Kab, Buton 12 2.400,000,000
37t Kab. Konawe 57 11.400.000.000
372 | Kab, Kolaka 35 7 000,000,000
373 | Kab, Muna 26 5.200.000,000
374 Kota Kendan 65 13.000.000.000
375 | Kota Bau Bau 43 B.600.000,000
376 | Xab. Konawe Selatan 15 3.000.000.000
a77 Xah. Bombana 22 4.400.000.000
378 | Kad. Wakatobl 26 5,200.000.000
379 | Kab. Kolaka Utara 6 1.200.000.000
380 | Kab. Konawe Utara i1 2.200,000.000
381 | Kab. Buton Utara 12 2.400.000.000
382 | Kab. Konawe Kepulauan ¥ 1.400.000.000
383 | Kab, Kolaka Tiur 16 3.200.000.000
384 | Kab. Muna Barat 5 1.000.000.000
385 | Kab. Buton Tengah 10 2.000.000.000
3806 Kab, Buton Seciatan 10 2.000.000.00¢
387 | Provinsl Ball - -
388 | Kab. Badung 16 3.200.000 000
369 | Kab. Bangh 4 800,000,000
390 | Kab. Bulcleng 19 3.800.000.000
391 Kab, Giunyar 6 1,200.000.000
392 | Kab. Jembrana 10 2.000.000.000
393 | Kab, Karangasem 3 600.000.000
394 | Kab. Klungkung 6 1,200.000,000
395 | Kab. Tabanan - -
3% | Kota Denpasar 16 3.200.000.000
397 | Provinsi Nusa Tenggara Barat =
398 | Kab, Bama - -
399 | Kab. Dompu 9 1.800,000.000
400 | Kab. Lombok Barat 3 600.000.000
401 | Kab, Lombok Tengah 12 2.400,000.000
402 Kab. Lombok Timur 15 3.000,000.000
403 | Kab, Sumbawa 8 1.600.000.000
404 | Kota Mataram 50 10.000,000,000
405 | Kotn Bims 41 8.200.000.000
406 | Kab. Sumbawsa Barat 7 1.400.,000,000
407 | Kab. Lombak Utara - -
408 | Provinsi Nusa Tenggara Timur - -
40% | Kab. Alor 17 3.400.000.000
410 | Kab. Belu 12 2.400.000.000
411 | Kab. Ende 23 4,600.000,000
412 | Kab. Flores Timur 21 4.200.000.000
413 Kab. Kupang 17 3.400.000.000
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414 | Kab. Lembata 7 1.400,000.000
415 | Kab. Manggara: 26 §.200.000.000
416 | Kab. Ngada 16 3.200.000.000
417 Kab, Sikka 13 2.600.000.000
418 | Kab, Sumba Barat 11 2,200,000.000
419 | Kab. Sumba Timur 16 3.200.000.000
420 | Kab. Timor Tengah Sclatan 12 2.400.000.000
421 | Kab, Tomor Tengah Utara aa 6.600.000.000
422 | Kota Kupang 51 10.200.000.000
423 | Kab, Rote Ndao 7 1.400.000.000
424 | Kab. Manggarai Barat 5 1.000.000.000
425 | Kab. Nagekeo 16 3.200.000.000
426 | Kab. Sumba Barar Daya 2 400.000.000
427 | Kaob, Sumba Tengah - .
428 | Kab. Manggaras Timur 17 3,400.000,000
429 | Kab. Sabu Rajua 5 1.000.000.000

430 | Kab. Malala -

431 | Provinsi Maluku =

432 | Kab. Kepulsuan Tanimbar 400.000.000

2
433 | Kab. Maluku Tengah 6 1.200.000.000
434 | Kab. Maluku Tenggara 1 200,000,000

435 | Kab. Buru - -

436 | Kota Ambon 20 4.000.000.000
437 | Kab. Seram Buagian Barat 0 .

A38 | Kab. Seram Bagian Tinur - -

439 | Kab. Kepulauan Aru 400,000,000

2
440 | Kota Tual 3 600.000.000
I

441 | Kab, Maluku Barat Daya 200.000,000

442 | Kab. Buru Selatan o =

443 | Provinsi Papua .

444 | Xab, Biak Numfor 14 2.800.000,000

445 | Kab, Jayapura 5 1.000.000,000
446 | Kab. Kepulauan Yapen 5 1.000.000,000
197 | Kota Jayapura 25 5.000.000.000
448 | Kab. Sarmi 2 400,000,000

449 | Kab. Keerom .

450 | Kab. Waropen X

451 | Kab. Supiori . 3
452 | Kab. Mamberamo Raya - -

453 | Provinsi Maluku Utara - =

454 | Kab, Halmahera Tengah - -

455 | Kota Ternate 78 15.600,000.000

456 | Kab. Halmahera Barat . -

457 | Kab. Halmahera Timur - .

456 | Kab, Halmahera Selatan - *

459 | Kab. Halmahera Utara -

460 | Kab Kepulauan Sula - -

461 | Kota Tidore Kepulavan 40 8.000.000.000
462 | Kab. Pulau Morotai - .

463 | Kab. Pulau Taltabu

464 | Provinsi Banten . .

465 | Kab. Lebak 5 1.000.000.000
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466 | Kab. Pandeglang 13 2.600.000.000
467 | Kab, Serang - .
468 | Kab. Tangerang 28 5.000,000.000
469 | Kota Cilegon 43 8.600.000.000
470 | Kota Tangerang 104 20,800,000,000
471 | Kota Serang 67 13.400.,000,000
472 | Kota Tangerang Selatan 54 10.800.000,00¢
473 | Provinsi Kepulauan Bangks Belitung - -
474 Kab. Bangka 19 3.800.000.000
475 | Kab. Belitung 7 1.400.000,000
476 | Kota Pangkal Pinang 42 §.400.000.000
477 | Kab. Bangka Selatan 3 600.000,000
478 | Kab. Bangka Tengah 7 1.400.000.000
479 | Kab. Bangka Barat 6 1.200.000.000
480 | Kab. Belitung Timur -
48] | Provins! Gorontalo - -
482 | Kab. Boalemo - .
283 | Kab. Gorontalo 14 2.800.000.000
A84 | Kota Gorontalo 50 10.000.000.000
485 | Kab. Pohuwato 3 600.000.000
486 | Kab, Bane Bolango 5 1.000,000.00¢
487 | Kab. Gorontalo Utars -
488 | Provinsi Kepulauan Rlau =
489 | Kab. Natunas 7 1.5400.000.0¢0
190 | Kab. Kepulauan Ansmbas 2 400,000,000
4091 | Kab Karimun 29 5.800 000,000
492 | Kota Batam 64 12.800.000.000
493 | Kota Tanjung Pinang 18 3.600.000,000
494 | Kab. Lingga 7 1.4200.000.000
495 | Kab. Bintan 15 3,000.000.000
4960 | Provinsi Papua Barat - -
297 | Kab, Fak Fak 7 1,400.000.000
498 | Kab. Manokwart 9 1.800.000.000
499 | Kab, Sorong 26 5.200.000.000
500 | Xota Sorong 4l 8.200.000.000
501 | Kab. Raja Ampart 4 804,000,000
502 | Kab. Sorong Selatan 2 400.000.000
503 | Kab. Teluk Bintuni 2 400.000,600
304 Kab. Teluk Wondumn 1 200.000.000
508 | Kab. Kaimana 2 400.000.000
506 | Kab, Maybrat L 200.000.000
507 | Kab. Tambrauw >
508 | Kab, Manokwarl Selatan - -
509 | Kab. Pegunungan Arfak -
510 | Provinsi Sulawesi Barat - -
511 | Kab. Majene 20 4.000.000.000
512 | Kab, Mamuju 13 2.600.000,000
513 | Kab. Palewal: Mandar 23 4.600.000.000
514 | Kab. Mamasa 13 2.600.000,000
515 | Kab. Pasangkayu a 800.000.000
516 | Kab. Mamuju Tengah -
517 | Provinsi Kallmantan Utara - -
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518 | Kab. Bulungan 7 1.400.000.000
519 | Kab. Malinau - .
520 | Kab. Nunukan 8 L.600.000.000
521 Kota Tarakan 20 4.000.000.000
522 | Kab. Tana Tidung -
523 | Provinsl Papua Selatan - -
524 Kab. Merauke 11 2.200.000.000
525 | Kab. Hoven Digoel - :
526 | Kab. Moppé 2 400.000.000
527 | Kab. Asmat -
528 | Provinsi Papua Tengah - -
529 | Kab. Mimika 19 3.800.000.000
530 | Kab. Nabire 9 1.800.000.000
531 Kab. Panial 5 1.000.600.000
532 | Kab, Puncak Jaya 3 600.000.000
533 | Kab, Dogiyai . .
534 | Kab. Puncak -
535 | Xab. Intan Jaya
536 | Kab. Deiyai s -
537 | Provinsi Papua Pegunungan - -
538 | Kab. Jayawijaya 4 800.000.000
539 | Kab. Yahukimo 1 200.000.000
540 | Kab. Pegunungan Bintang . -
541 Kab. Tolikara 4 800.000.000
542 | Kab. Mambheramo Tengah
543 | Kad. Yalimo .
544 | Kab. Lanny Jaya 1 200.000.000
535 | Kab. Nduga -

Keterangan:

*) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta diperhitungkan sebesar total alokasi DAU Tahun

Anggaran 2023,
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C. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN
SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG
PENDIDIKAN

1. Rincian Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari DAU
Bidang Pendidikan untuk Provinsi

NO KODE KEGIATAN

1. 1.1.2.101 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas B

2. 1.1.2.102 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

3. 1.1.2.103 | Pengelolaan Pendidikan Khusus

4, 1.1.3.101 | Penctapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Menengah

1.1.3.102 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan

Khusus

.1.4.101 |Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
.1.5.101 |Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang
Disclenggarakan olch Masyarakat

1.1.5.102 |Penerbitan Izin  Pendidikan  Khusus yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat

9. 1.1.6.101 | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa
dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

[

@ N o @
—

10.| 1,1.7.701 | Pengelolaan Pendidikan Dayah

11.| 1.1.8.701 | Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh |
12. | 1.1.8.702 | Penyelenggaraan Pcmbiayaan Pendidikan Acch ‘
13.| 1.1.8.703 | Penyclenggaraan  Kurikulum  dan  Pengajaran

Pendidikan Aceh
14.| 1,1.8.704 | Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Aceh 1
15.| 1,1.8.705 | Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Muﬂ
Pendidikan Aceh

Keterangan:

Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua
Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, jenis
kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung di bidang pendidikan yang
didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota
disesuaikan dengan kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

www.peraturan.go.id



2022, No.1335

-35-

.
(8] nBunseun| ymun ewes) uep Aung |sdasiad eurg dueny 1sen|iqeyay TEE0TZOI0L
C O seniiqow uep rsuaLo Jueny 1SelIGeyY O£ E0TZOTOT
SNSNYY UBYNINGEY 12 NeUy Jaquing Jesng Jueny 1sed|iqeyay 6ZE0'T'Z0T0'Y
(3) sesejeunt Amun 21505 Uep |peqU4 eulg Sueny ueunduequiad LUEOT'ZOT0T
() esyepeun ynun 3139 evlg uep Lig Bulg Jueny ueunduequiag 9TEOT'ZOTO L
{2) epyesdeuny ymun wig euig Sueny ueunduequagd STE0TZOT0L
(g) ndunueung ynmun ewel; uep 1dung 1sdasiag eulg Sueny ueunduequag yIE0T'Z0T0T
SeY1qow uep 1selusu Bueny ueunduequad ETE0TZOI0T
Ye|0XRs ueIeyasay Jun Sueny Jesag/Buepas isepgqeyay ozeorzotot B1°Z0TZ0T0T LZTOTTOTOT
__Elay/euns eqias dueny jeiag/Buepas iseligeyay ZTEOTZOI0T 12°201°20T01 BZTOTZOTOT
180j01g wnpolesoge] Jueny 1eseR/Buepas |SeIpqeyay TZI0TZOTOT
WAUOILIOGE] Jes58 /Buepas iselpqeyay BTEOTZOTOT STZOTZOTOT
YE{0%aS LjUeY Jesag Buepas Iselnqeyay STEOTTOTOT SCZOT 00T EET0TZ0T0T (54¥) eionss
YE|oXas SeNIIN UBp RURIESEI] "BUBIES UINY UPRIEY|IZWA4 IFEOTZOTIOT SE'TOTTOTOT EFTOTZOTO'T 1sedisnied exBuy
yeio4as Sueny uep Bunpag ueundueg UNNY UCRIEYIPL 0T Z010'T YEZOTZOTOT | Z¥TIOTZOTOT
U2[0%3S SEIN Uep BUBIESELd ‘BUBIES ISRIHIqeyIY YZ'E0'T'Z0T0'T EZ'20'120'10'T TET0T°20 107
YRIOY3S SEIIN URP BUBJESEI] 'BURIES UBUNTURGWAS 80'E0TZOTOT 01'Z0TZ010'Y YUTOT'ZOT0'T
YE(OYAS BLEBISY ISeiIqeyay EZ'EOT'ZOTOT TZI0T0T0T OET0TZOTOT
YE{0425 BLWBISY UBUNBUBGIA4 LO'EOT'ZOTOL 60°20'T'Z0'T0'T £TT0T'20T0T
sn uad/uens
A R s smu.o . ﬂ.hgmu“a.mﬂ.n « ch_v.. h_.wu YYEOTZ0'TO LET0TZ0T0 SYTI0TZ0T0
AIPIO eUasad uedeydua)sag ueepeduad BEE0T'Z0T0 1£20720T0 6E°10'T'20°10
[nues yeoyas uun ) asn veunduequag TOE0T'Z0T0 1027012010 I0T0T'Z0TO
4e|03as SeIRGOpY BuRseS ueepeduag 0£°E0'T°20°10 ZETOTZ0T0 or'I0TZOT0
4e|0XaS Sejay Bueny 1elag uepas iselgeyay SI'E0T'20'10 SIZ0TZOI0 | 6TTOTZOTO
B ye|oxas seay dueny ueyequieuad ZO'E0T'ZOT0 Z0'ZOT'ZOT0 Z0'TO1'Z0't0
UBY|PIPUa4 SUEPIF P UBUEAET (SEN|EAT UEP [SIABONS ‘UEEUEIUZIad ‘TSLUIPIODY 09°€0TZ0T0 £520T20T0 09'T0T'Z0'T0
eAuujel a1s AWS VWS soibgpig
ueje|day qns anjepiudatuoN uejeiday qng apoy

ISUIAOI] Njun UeNIpIpudg Suepig NVQ Wep reuepi Sues ussyipipuad Suepig sejuony ueeiBonqns uspuRy ¢

-cmt

www.peraturan.go.id



-36-

2022, No.1335

1SUIACId urduRuaMDY SOl
sesaan 3ueflunuay yesaeg 1efey B30 NXNG URISNGIASIPUSS URP uRRIpaAudg S0T0T'90T0T
suinolg AT A
vefueuamay YeJae(Q BJISES Uep ESEYRH |SES|RlAYE UEP [SEAJASUON ‘SPIENA Z0T0T'90T0'T
15UINDI YBIaB( BSEeg SNLUEy UrunsnAuag 1ISBUIPI0OYN | TO'TO'L'90'T0T
yeBudualy ueIPIPuad [@30] UBIENL 5331 NYNq ueyeejauad/ueiejuad uesuesyelad | SOTOTE0TOL
yej0%as ueeseIsNdIag Isel|qeydy TZEDTZOTO0T 02°201°20'10'T $2T0T°2010'T
yejoyas ueeyeisndiag ueunduequiag SO'E0TZOTOL 020120101 ITUT01rZoToy
uexipipuag Buepiy iseydy ueeundduag ueynead 85€0°TZOT0T T5'20TT0'T0'T 651012001
ueyiplpuad ynun [2UEp uatuoy Su:mas.uuc& LSE0TZOTOT 1520120101 §S'TOTTOTOT
peg Inpns/Sueny senqeyay Lot SEToTZOTOL
eleg inpns/dueny ueunduequuag yLZOTZOTOY BT'IO'TTOTOT
AIpiQ eUasay edesad uep yueld Jejy ueepeduad SYE0TIOT0 BEZOTZO1I0 WINTZOTO0
HIp40 eisesag vedexBuapag ueepeluag SE'E0° 12010 1E201°20°10 BETOT'ZOTO | !SEIAUINN Uep ISeINn
ueyIipipuag
¥nun [N1) sexunwoy uep sseuuoju ‘Bojouyar ueeundBudd ueeulqwdg RECTET0 pEuTanT0 LS TULR0TO
ueyipipuay Juepig seusedey ueieyiiuiuag siuya) veduiquig 19'€0°T20'10 56201010 Z9'TOTT0'T0
ueyIpIpuay 3ueplg ueefigay ISeNOAPY UEp |5eS)E(S0S R Yenardin (] ySZOTZ0T0 197012010
(uensnfay/sely] yeduauayy yejoyas TRt iy AR
UENIPIPUI UENIRS eped ueyiplipuaday eERUIL Uep YIpIpUad Asey ueBuequaduag 05°€E0'TL20'T0 EY20'T'Z0T0 ISTOTZ010
snsnyy veyipipuad/uennfay yeBuauaw yeoxas/sely yeduauapw RSO AR sav
g e Gemsa: fe G i Wag AR NGO 69 E0'1°20'10 2012010 05 T0T'Z0T0
SNSNYY UEYPIPUSd UEP YESUSUSIN TR P PR
UBYIPIPUAY UPMIES LEYIPIpUAaY EBEUD | UEP YIPIPUIY URISNGLSIPUSY UERIEUA] ol iy ] IS ad e
Snsnyy ueyipipuag uep yeduauaw PR . AP
UBHIpIPUS UENIES UEYIPPUIGaY EBEUSL UEP YIPIPUS] URRIAUG UEP UeBUNYIAG 0T U010 10'10'T%0'10 1010 T¥0T0
(3) sesRjRUNL yNIUN |2I50S UEP 1PEQUY Buld Hueny 1sellgeyay YEEO'T'TOTOT
(Q) es¥EPEUNL YNUN JeJaD Eulg Uep LIQ BUIg BuBny 1SEuigeyay EEEOTZ0TOT
[2) 2uyesdeuny ynjun wig euig Sueny 1SeYRGRY3Y CEEOTZOTOX
ehuuey a1s AWS VNS
Joyexipu|
ueierday gns Jnjepjuaton ueyeiday qns apoy
- mm -

www.peraturan.go.id



2022, No.1335

-37-

AWS
venunfay yeBuausiy yejoxss uswaleuew uep ueedequa|ay VeRUIqWIS 3 S¥/Z0°1/20/10 = anﬁhﬂNﬂ%ﬂu
uesenday jexdui|
HIPIQ BUISAY eFesag UBp HIDiELd 18|y ueepeduad ££/20°1/20/10
EMSIS ¥AeId Burny SENIGEGaY L1/20°1/20/10
£MSIS YIeld Bueny ueunduequiad +0/20°1/20/10
E/MSIS SEAIRDLY UBP 1eNeg TEUIN UPBUIQWad WI0TZOT0T ANS uesmm
venunfay yeSuauBN Ye|0NSS Y|P BLPSad [1U0SI94 eAerd uee|paduad 2 L£fz0't/z0/10 - | uedesahusg jexduiL
1541P0Osg BN fyduag veunduequag - vt/z0T/z0/10 :
uerunfay yeduauay Ye|oyas uawaleuepy uep ueedequajay ueBLIQWaY - St/20'T/Z0/T10 -
venunfoy yeduauspy vey|pipuad uenies |senjeas infue yepury uep uedejiuag - /20 T/20/T0 e
YEAUAUI UENIPIPUI |BO] UBIENY SHQEYIS URUNSNAUAY | ZO'TOT'E0'TO'T
SNSNYY UBYIPIPU34 (BYOT UBIENN SNQE|IS UeUNsSnAudd | ZO'ZOTE0TOT
yeduauagy UEPIPUd JHesou| ueie(elaquad BRow-Rpow ueunsniuad | 90 IO T'E0'TOT
SNSAY UENIPIPUD JIBAOUL UBIE[R|IGUAT [2POL-IPOL UBUNSNALIY | 90'Z0'T'E0'TOT
yeduauapy ueyIpIpuad (B0 UBIBNLY Jeseq rsuanadwoy ueunsniuagd | TO'TOTEOTOT
SNSNYN UENIPIPUA |E40] URIRNY JEseq sualadwoy veunsnAvag | T0°Z0TEQTOT
UBYIPIPUD UBNLES Isenjea3 infue] yepul] uep uedeihudg LY'EOTZOT0'T OF'Z0TTOT0T BP'IOT 010N
SNSNUYY UBYIPIPUS [BYOT UBIENLN WNN{LINY UBUNSNAUSY UBYREIad | $O'ZO'TEQ'TIOT
YeBUIUaW UBYIPIPUIG [EYOT UBIENN WINNYLINY UBUNSNAUS4 UBYRelad | O TOTEDTOT
UBYIpIpUad UBN1eS (Beq UeNPIPULoY CBEUDL UEP YIPIPUDd UERIPIAUDY 6YE0TZOTOT Zvt0TZOT0T |  0S10TZ0T0T
uexIpIpUId LEMES ePed ULIPIPUAdY)Y BERUDL LED XIPPUI JIIBX Ueduequiaduad 0S'E0'T'ZOTOL EPZO'TZ0'10T S1orzotot
SNSNLEY UBYIPIPUS [BO] uelenyy urle(e|ad syaL nyng UeeIpIAudy | E0°Z0T'E0TO'Y
yeduauap uey|pipuad (B0 uRleniy uesefejad sya) nyng ueeipatuad | £OTOTEOTOT
eseyed wnyoieioge) Sueny ueunduequuad SOTOT'ZOTIOT
SUINDId UCBURLIMIY YEIIR( BSEYeg JRTY URLEE VP INPOW UPuNSAAUSY | LO'TO'T'A0TO'T
1,
ueBuruamay Yelaeq eiIses UEp eseyeg depeysa) emsiS 1Seisaidy Sﬁﬁﬂmcu S0T0T'0TO'T
eAuujel a1s AWS YINS Jouexpuy
uejei3a) qns JnepjuaLLoN uejeiday gns apoy

lcml

www.peraturan.go.id



2022, No.1335 _38.

3. Rincian Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang
Pendidikan untuk Provinsi

NO

KODE

SUBKEGIATAN

1

1.02.02.1.02.07

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga

2

1.03.08.1.01.05

Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi

11.05.02.7.04.11

Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat,
Organisasi
Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan
dan Pengawasan Qanun Svyariat [slam

Kepemudaan dan Lembaga |

+

1.05.03.1.02.02

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

wn

1.06.04.1.01.06

Pemberian  Bimbingan  Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial

1.06.04.1.01.07

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup

Schari-Hari

~J]

1.06.04.1.02.06

Pemberian  Bimbingan  Fisik, Mental,

Spiritual dan Sosial

1.06.04.1.02.07

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup

Sehari-Hari

1.06.04.1.03.07

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup

Schari-Hari

10

1.06.04.1.04.06

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup

Sehari-Hari

11

1.06.04.1.04.07

Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

12

1.06.04.1.05.06

Pemberian  Bimbingan  Aktivitas  Hidup
Schari-Hari

13

1,06.04.1.05.07

Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

14

2.07.03.1.01.01

Proses  Pelaksanaan  Pendidikan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Berdasarkan Klaster Kompetensi

dan

15

2.07.03.1.01.03

Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja

16

2.11.08.1.01.01

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan
Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan

17

2.11.08.1.01.03

Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye
Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

2.12.03.1.03.02

Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

19

2.13.05.1.01.02

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan
Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga  Adat  Desa/Kelurahan  dan
Masyarakat Hukum Adat

20

2.13.05.1.01.03

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

21

2.13.06.3.01.01

Sosialisasi Mckanisme dan  Tahapan
Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah
Adat

www.peraturan.go.id
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NO

KODE

SUBKEGIATAN |

22

2.13.07.4.01.01

Pembangunan Sanggar PKK di Kampung

23

2.13.07.4.01.02

Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi

. Masyarakat dan Ibu PKK di kampung

24

2.13.07.4.04.01

Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi

' Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)

25

2.13.07.4.04.03

Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner
bagi Orang Asli Papua (OAP)

26

2.13.07.4.04.05

Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli
Papua

27

2.13.07.4.04.08

Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan
Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung

28

2.13.07.4.06.02

Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan
Kampung Wisata

2.13.07.4.06.03

Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi
Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di
kampung

30

2.14.02.1.01.04

Penguatan Kerja  Sama  Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan Jalur Formal,
Nonformal dan Informal

31

5.14.02.1.01.05

Penyediaan dan Pengembangan Materi
Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA
sesuai Kearifan Lokal

32

2.14.02.1.01.06

Penyediaan dan Pengembangan Materi
Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur
Formal Melalui Kediklatan, Kcpramukaan
dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok
Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan
Lokal

33

2.14.02.1.01.08

Implementasi Pendidikan Kependudukan
Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada
Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga
Kependudukan/SSK dan Pojok
Kependudukan/PJK

34

2.19.02.1.01.01

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi

35

2.19.02.1.01.02

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan  Kapasitas
Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi

2.19.02.1.01.03

dan
Kapasitas

Koordinasi, Sinkronisasi
Penyelenggaraan Peningkatan
Daya Saing Pemuda Kader Provinsi

37

2.19.02.1.01.04

Penyclenggaraan Seleksi dan  Pelatihan

Pasukan Pengibar Bendera

38

2.19.02.1.01.05

Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,
Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana
dan Sarana Kepemudaan Provinsi

39

2.19.02.1.01.06

Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan
Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi

40

2.19.02.1.01.07

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui
Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses
Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana
dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi
Pemuda Dalam Proses Perencanaan,

www.peraturan.go.id
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NO

KODE

SUBKEGIATAN

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan
Keputusan Program Strategis Kepemudaan

41

2.19.02.1.01.08

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Penyelenggaraan Pelayanan
Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana
Aksi Daerah /RAD Tingkat Provinsi

42

2.19.02.1.01.09

Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan
dan Kesukarelawanan Pemuda

43

2.19.02.1.02.01

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pclaksanaan
Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi
Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan
Dunia Usaha

44

2.19.02.1.02.02

Peningkatan Kapasitas
Kepemudaan Provinsi

Organisasi

45

2.19.03.1.01.01

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pembentukan dan Pengembangan Pusat
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta
Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia Usaha

46

2.19.03.1.01.02

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan
Penyelenggaraan Kompetisi oleh  Satuan
Pendidikan Menengah dan Khusus

47

2.19.03.1.01.03

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Provinsi

48

2.19.03.1.02.01

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi
Event dan Single Event Tingkat Provinsi

49

2.19.03.1.02.02

Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan
Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik
Pelajar Provinsi

50

2.19.03.1.02.03

Partisipasi dan  Keikutsertaan  dalam
Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi
Event dan Single Event

51

2.19.03.1.03.01

Seleksi Atlet Daerah

52

2.19.03.1.03.02

Pemusatan Latihan Daerah, llmu
Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
(Sport Science)

53

2.19.03.1.03.03

Pembinaan dan  Pengembangan  Atlet

Berprestasi Provinsi

2.19.03.1.03.04

Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi

55

2.19.03.1.03.05

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Data dan Informasi Sektoral Olahraga

56

2.19.03.1.04.01

Standardisasi Organisasi Keolahragaan

57

2.19.03.1.04.02

Pengembangan Organisasi Keolahragaan

58

2.19.03.1.04.03

Peningkatan  Kerja Sama  Organisasi |
Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga
Terkait |

59

2.19.03.1.04.04

Pemberian Penghargaan bagi Organisasi
Keolahragaan Berprestasi

60

2.19.04,1.01.01

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis
Elektronik

1
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NO KODE SUBKEGIATAN |
61 2.19.04.1.01.02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi
Kepramukaan Provinsi
62 |2.19.04.1.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM
Kepramukaan Provinsi
| 63 |2.19.04.1.01.04 | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kepramukaan di Daerah Provinsi
64 |2,19.04.1.01.05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan
Provinsi
65 |2.19.04.1.01.06 | Penyediaan Prasarana dan Sarana
Kepramukaan Provinsi
66 | 2.19.04.1.01.07 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,
Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana
I dan Sarana Kepramukaan Provinsi
67 12.19.04.1.01.08 | Partisipasi dan  Keikutsertaan dalam
Kegiatan Kepramukaan
68 | 2.22.02.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Kebudayaan
69 | 2.22.02.1.01.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,
dan Pranata Kebudayaan
70 1 2.22,02.1.01.03 | Penyediaan dan Pemcliharaan Sarana dan
Prasarana Taman Budaya 4
71 2.22.02,1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Tradisi Budaya
| 72 2.22.02.1.02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,
| dan Pranata Tradisional
73 | 2.22.02.1.02.03 | Pcmberian Penghargaan Kepada Pihak yang
Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa
Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya
dalam Pemajuan Kebudayaan
74 | 2.22.02.1.03.01 | Pelindungan, Pengcmbangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Lembaga Adat
75 |2.22.02.1.03.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,
dan Pranata Adat
76 |2.22.02.1.03.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pembinaan Lembaga Adat
77 12.22.03.1.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
78 | 2.22.03.1.01.02 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya
Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan
Kebutuhan dan Tuntutan
79 | 2.22.03.1.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga
Kesenian Tradisional
80 |[2.22.04.1.01.01 | Pemberdayaan Sumber Dayva Manusia dan
Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
81 2.22.04.1.01.02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pembinaan Sejarah
82 |2.22.04.1.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap
Data dan Informasi Sejarah
83 | 2.22.04.1.01.04 | Fasilitasi Pcningkatan Penulisan Secjarah
Lokal
84 |2.22.05.1.01.01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
85 |2.22.05.1.01.02 | Penetapan Cagar Budaya
86 [2.22.05.1,02.01 | Pelindungan Cagar Budaya
87 2.22.05.1.02.02 | Pengembangan Cagar Budaya
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| 88 12.22.05.1.02.03 | Pemanfaatan Cagar Budaya

89 12.22.05.1.02.04 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Tenaga Pelestari Cagar Budaya

90 |2.22.05.1.03.01 | Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke
Luar Dacrah Provinsi

91 2.22.05.1.03.02 | Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke |
Luar Daerah Provinsi

92 |2.22.06.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan

______ Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu

93 |[2.22.06.1.01.02 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan
Kapasitas Sumber Daya Manusia
Permuseuman

94 2.22.06.1.01.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses
Masyarakat terhadap Museum

95 | 2.22.06.1.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Museum

96 | 2.22.06.1.01.05 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

97 ]2.22.07.7.01.01 | Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja,
Meunasib dan Tarian Tradisional

98 | 2.22.07.7.01.02 | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi

99 | 2.22.07.7.01.03 | Sosialisasi Adat Istiadat

100 |2.22.07.7.01.04 | Pembinaan Keluarga Mcuadab dan Adat
Perkawinan

101 | 2.22.07.7.01.05 | Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh

102 | 2.22.07.7.01.06 | Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui

B Media Luar Ruang

103 | 2.22.07.7.02.01 | Pelatihan Peradilan Adat

104 | 2.22.07.7.02.02 | Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan
Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat |
(Polmas)

105 |2.22.07.7.02.03 | Pembinaan Mediasi Adat

106 | 2.22.07.7.02.04 | Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat

107 | 2.22.07.7.03.01 | Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota
dan Perwakilan

108 | 2.22.07.7.03,02 | Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat

109 |2.22.07.7.03.03 | Rapat Kerja MAA

110 |2.22.07.7.03.04 | Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat
dan Adat Istiadat .

111 | 2.,22.07.7.03.05 | Pembinaan Pemuda Pelopor Adat

112 1 2.22.07.7.03.06 | Pendataan dan Dokumentasi Scngketa Adat

113 | 2.22.07.7.03.07 | Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat

114 | 2.22.08.5.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan

115 | 2.22.08.5.01.02 | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan
Sastra

116 | 2.22.08.5.01.03 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman

117 | 2.22.08.5.02.01 | Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip
Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten |

118 |2.22.08.5.02.02 | Pengelolaan  Arsip  Bernilai  Scjarah
Kasultanan dan Kadipaten

119 | 2.22.08.5.02.03 | Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan
Literasi Budaya |

120  2.22.08.5.03.01 | Pengelolaan Museum Sonobudovo |

121 | 2.22.08.5.03.02 | Pengembangan Museum Sonobudoyo |
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122 | 2.22.08.5.04.01 | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan
Budaya

123 | 2.22.08.5.04.02 | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan
Budaya .

124 | 2.22.08.5.04.03 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan
Dunia

1256 |2.22.08.5.05.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Taman
Budaya Yogyakarta

126 | 2.22.08.5.06.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya

127 | 2.22.08.5.06.02 | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY
Berbasis Digital

128 | 2.22,08.5.06.03 | Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda
Keistimewaan

129 | 2.22.08.5.06.04 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga
Budaya

130 | 2.22.08.5.07.01 | Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan
Kebudayaan

131 | 2.22.08.5.07.02 | Monitoring dan Evaluasi Program dan
Kegiatan Urusan Kebudayaan

132 | 2.22.08.5.07.03 | Membangun Kemitraan dengan Lembaga
Pelestari Budaya

133 |2.22.08.5.08.01 | Pengembangan Lumbung Mataraman

134 | 2.22.08.5.08.02 | Pengembangan Atraksi Wisata Budaya

135 |2.22.08.5.08.03 | Pengembangan Industri Kreatif

136 |2.22.08.5.08.04 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tradisional

137 |2.22.08.5.08.05 | Pengembangan Budaya Bahari

138 |2.22.08.5.08.06 | Pengembangan Wana Wisata Budaya
Mataram

139 |1 2.22.08.5.08.07 | Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional

140 | 2.22.08.5.09.01 | Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya

141 | 2.22.08.5.09.02 | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni

142 | 2.22.08.5.09.03 | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri
dalam rangka Diplomasi Budava

143 | 2.22.08.5.09.04 | Penghargaan Seniman dan Budayawan

144 | 2,22,08.5.09.05 | Festival Kebudayaan Yogyakarta

145 | 2.22.08.5.09.06 | Gelar Budaya Yogyakarta

146 |2.22.08.5.09.07 | Publikasi Seni dan Budaya Daerah

147 |[2.22.08.5.09.08 | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat
dan Tradisi

148 |2.22.08.5.09.09 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai

Luhur dalam Masyarakat

149 | 2.22.08.5.09.10 | Selendang Sutera

150 |2.22.08.5.09.11 | Penyelenggaraan Even Penggiat Seni

151 |2.22.08.5.09.12 | Gelar Seni Budaya Daerah

152 |2.22.08.5.09.13 | Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya |
Tradisional Yogyakarta

153 |2.22.08.5.09.14 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya

154 |2.22.08.5.09.15 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

155 |2.22.08.5.09.16 | Pembinaan Jagawarga

156 | 2.22.08.,5.09.17 | Pengembangan Kewirausahaan Desa

157 |2.22.08.5.09,18 | Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
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158 |2.22.08.5.09.19 | Pengembangan Ekonomi Perempuan
159 |2.22.08.5.09.20 | Peningkatan Kapasitas SDM dan
Kelembagaan Desa
160 |2.22,08.5.09.21 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
161 | 2.22.08.5.09.22 | Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk
o Pemberdayaan Ekonomi Desa
162 | 2.22.08.5.09.23 | Penumbuhan  Nilai-Nilai  Kepahlawanan,
Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
163 | 2.22.08.5.10.01 | Pembinaan Muatan Lokal
164 |2.22.08.5.10.02 | Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan
Keistimewaan
165 | 2.22.08.5.10.03 | Kependidikan Kepramukaan
166 | 2.22.08.5.10.04 | Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni
dan Budaya Yogyakarta
167 |2.22.09.8.01.01 | Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
168 |2.22.09.8.01.02 | Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat
169 |2.22.09.8.01.03 | Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat
170 | 2.22.09.8.02.01 | Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang
“ Keuangan Desa Adat
171 | 2.22.09.8.02.02 | Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian
Desa Adat
172 | 2,22.09.8.02.03 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga
173 | 2.22.09.8.03.01 | Koordinasi dan Penyelenggaraan
Parahyangan o
174 | 2.22.09.8.03.02 | Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan
175 | 2.22.09.8.03.03 | Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan
176 | 2.22.09.8.04.01 | Pembinaan Prajuru Desa Adat
177 |2.22.09.8.04.02 | Pembinaan Pendidikan Pasraman
178 |2.22.09.8.04.03 | Pembinaan SDM Lembaga Adat
179 | 2.23.02.1.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan
Perpustakaan Elektronik
180 |2.23.02.1.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat
Daerah Provinsi
181 | 2.23.02.1.01.03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi
Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
182 | 2.23.02,1.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan
Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai
dengan Standar Nasional Perpustakaan
183 |2.23.02.1.01.05 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat
Provinsi
184 |2.23.02.1.01.06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan
) dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
185 [2.23.02.1.01.07 | Pengembangan  Layanan  Perpustakaan
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
186 [2.23.02.1.01.08 | Pengembangan Perpustakaan Deposit
187 |2.23.02.1.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan
Pustaka N
188 |2.23.02.1.01.10 | Penyusunan Data dan Informasi

Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan
Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
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189 | 2.23.02.1.02.01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada
Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan
Pendidikan Khusus serta Masyarakat
190 |2.23.02.1.02.02 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana
Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
191 |2.23.02.1.02.03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya
- Gemar Membaca
192 12.23.02.1.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi
Sosial
193 | 2.23.02.1.02.05 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah
Provinsi
194 | 2.23.03.1.01.01 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
195 |2.23.03.1.01.02 | Pemberian Penghargaan kepada Pencrbit dan
Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam
Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam
196 |2.23.03.1.02.01 | Penerbitan Katalog Induk Daerah
197 |2.23.03.1.02.02 | Penerbitan Bibliografi Daerah
198 |2.23.03.1.03.01 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Penyvimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan
Pendaftaran Naskah Kuno
199 |2.23.03.1.03.02 | Pengembangan, Pengolahan dan
Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki
oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan
Didayagunakan
200 |2.23.03.1.04.01 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis
Nusantara
201 |2.23.03.1.04.02 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya
Etnis Nusantara
202 | 3.25.02.1.03.01 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir
- dan Pulau-Pulau Kecil
203 | 3.25.02.1.03.02 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan
Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
| 204 |[3.25.02.1.03.03 | Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
Pengclolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
205 |3.25.02.1.03.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan
Akses I[lmu Pengetahuan, Tcknologi dan
Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan
; dan Pelatihan
| 206 |[3.26.02.1.02.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam
i Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi
207 |[3.26.02.1.03.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
208 |3.26.04.1.02.02 | Pengembangan Pendidikan
209 |3.26.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
210 | 3.26.05.1.01.02 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan Pariwisata
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211 |3.26.05.1.01.03 | Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang
Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide)
Tingkat Lanjutan
212 | 3.26.05.1.01.04 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga
Kerja Bidang Pariwisata
213 |3.26.05.1.01.05 | Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace
Assesor (WPA)
214 | 3.26.05.1.01.06 | Pelatihan Perpanjangan Lisensi
Asesor/Recognition Current Competencies
| (Reqy
215 |3.26.05.1.01.09 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
216 | 3.26.05.1.01.10 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
217 | 3.26.05.1.02.01 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan
Pendampingan Ekonomi Kreatif
218 | 3.27.02.1.04.03 | Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas
Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
Pakan Ternak, Bahan Pakan, scrta Pakan
Kewenangan Provinsi
219 |[3.27.07.1.02.02 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan
Petani
220 |3.27.07.1.03.04 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah
Lapang Kelompok Tani
221 |3.28.04.1.01.08 | Pcnguatan Kapasitas dan Pemberdayaan
Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
222 |3.28.04.1.03.05 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem
Penting Kewenangan Daerah Provinsi
223 |[3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang
Kehutanan
224 |3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan
Kelompok Tani Hutan
225 [ 3.28.06.1.01.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan
Pengelolaan DAS
226 | 3.32.03.1.01.05 | Penyuluhan Transmigrasi
227 |3.32.03.1.01.06 | Pelatihan Transmigrasi o
228 |3.32.04.1.01.01 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan
Satuan Pemukiman
229 | 3.32.04.1.01.02 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan
Kelembagaan dalam rangka Pemantapan
- Satuan Pemukiman
230 |4.01.04.1.01.01 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
231 |4.01.04.1.01.02 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
232 |4.01.04.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, |
Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata W
233 |4.01.09.3.03.01 Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah
Tinggi/Akademi
234 4.01.09.3.03.02 Pembangunan Labeoratorium Pendidikan
| Tinggi
235 | 4.01.09.3.03.03 | Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan

Tinggi

www.peraturan.go.id



_47-

NO KODE SUBKEGIATAN I

236 | 4.01.09.3.03.04 | Pembangunan Gedung Serba Guna |

237 14.01.09.3.03.05 | Pembangunan Perpustakaan |

238 14.01.09.3.03.06 | Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga

239 14.01.09.3.03.07 | Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah

L Tinggi/Akademi

240 4.01.09.3.03.08 | Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan
Tinggi

241 14.01.09.3.03.09 | Pemeliharaan Gedung Serba Guna

242 | 4.01.09.3.03.10 | Pemeliharaan Perpustakaan

243 | 4.01.09.3.03.11 | Pemcliharaan Sarana dan  Prasarana
Olahraga

244 | 4.01.09.3.03.12 | Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah
Tinggi/Akademi

245 |4.01.09.3.03.13 | Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi |

246 | 4.01.09.3.03.14 | Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi

247 |4.01.09.3.03.15 | Rehabilitasi Gedung Serba Guna

248 |4.01.09.3.03.16 | Rehabilitasi Perpustakaan

249 |4.01.09.3.03.17 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga

250 |4.01.09.3.03.18 | Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Tinggi

251 |4.01.09.3.04.01 | Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa
Jenjang Diploma dan Strata

252 | 4.01.09.3.04.02 | Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang

Strata Dua dan Tiga
253 | 4.01.09.3.04.03 | Penyediaan Bantuan Akhir Studi
254 1 4.01.09.3.04.04 | Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang
| Diploma dan Strata

255 |4.01.09.3.04.05 | Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan
Sesuai Kebutuhan Daerah

256 |4.01.09.3.04.06 | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi
(ADIK)

257 |4.01,09.3.04.07 | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan
Sebutan Lainnya

258 |[4.01.12.4,02.05 | Pembangunan Perpustakaan

259 |4.01.12.4.02.10 | Pemeliharaan Perpustakaan

260 [4.01.12.4.02.16 | Rehabilitasi Perpustakaan

261 |5.05.02.1.01.01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah

262 | 5.05.02.1.01.02 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan  Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Pemerintahan Umum _

263 | 5.05.02.1.01.03 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan  Evaluasi
Penelitian  dan  Pengembangan  Bidang
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

264 | 5,05.02.1.01.04 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan  Evaluasi
Penelitian dan  Pengembangan Bidang
Aparatur dan Reformasi Birokrasi

265 | 5.05.02.1.01.05 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan  Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang

Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi
Birokrasi ]
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266 | 5.05.02.1.01.06 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Ketertiban dan Ketentraman Umum dan
Perlindungan Masyarakat
267 | 5.05.02.1.01.07 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan  Pengembangan Bidang
Penataan Kelembagaan Desa
268 | 5.05.02.1.01.08 | Fasilitasi, Pclaksanaan dan Evaluasi
, Penelitian dan  Pengembangan Bidang
Ketatalaksanaan Desa
269 | 5.05.02.1.01.09 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi |
! Penelitian dan Pengembangan Bidang
| Aparatur Desa
270 15.05.02.1.01.10 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi |
' Penelitian dan Pengembangan Bidang

-

Keuangan dan Aset Desa

271 |5.05.02.1.01.11 | Fasilitasi, Peclaksanaan dan  Evaluasi
Penclitian dan Pengembangan Bidang Badan
Usaha Milik Desa

272 |5.05.02.1.01,12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

273 |5.05.02.1.01.13 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana
Penctapan  Peraturan Baru  dan/atau
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan |

274 |5.05.02.1.01.14 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan |
Data dan Pengkajian Peraturan

275 |5.05.02.1.01.15 | Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian |
bagi Warga Negara Asing  untuk
Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi
yang Berwenang

276 | 5.05.02.1.02.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-
Aspek Sosial

277 | 5.05.02.1.02.02 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayvaan

| Perempuan dan Perlindungan Anak

278 |5.05.02.1.02.03 | Penclitian dan Pengembangan Pendidikan
dan Kebudavaan

279 |5.05.02.1.02.04 | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan |
dan Olahraga |

280 | 5.05.02.1.02.05 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

281 |5.05.02.1.02.06 | Penelitian dan Pengembangan Keschatan

282 | 5.05.02.1.02.07 | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

283 | 5.05.02.1.02.08 | Penelitian dan Pengembangan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

284 | 5.05.02.1.02.09 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

285 |5.05.02,1.02,10 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi
Masyarakat

286 |5.05.02.1.02.11 | Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi

287 |5.05.02.1.03.01 | Penclitian dan Pengembangan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

288 | 5.05.02.1.03.02 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian
dan Perdagangan

289 | 5.05.02.1.03.03

Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha
Milik Daerah I
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290 |5.05.02.1.03.04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Perkebunan dan Pangan

291 |5.05.02.1.03.05 | Penclitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan

292 | 5.05.02.1.03.07 | Penclitian dan Pengembangan Lingkungan
Hidup

293 | 5.05.02.1.03.08 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

294 |5.05.02.1.03.09 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan
Umum

295 | 5.05.02.1.03.10 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

296 | 5.05.02.1.03.11 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman

297 |5.05.02.1.03.12 | Penelitian dan Pengembangan Penataan
Ruang dan Pertanahan

298 |5.05.02.1.03.13 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi
dan Informatika

299 |5.05.02.1.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan
Perekayasaan di Bidang Teknologi dan
Inovasi

300 |5.05.02.1.04.05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

301 |7.01.02.6.02.07 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian
Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan

302 | 7.01.02.6.02.09 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan
Keolahragaan Tingkat Kelurahan

303 | 7.01.02.6.04.03 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian
Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan

304 | 7.01.02.6.05.01 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(PKK) Tingkat Kecamatan 8

305 |7.02.02.6.03.34 | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental,
Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota
Administrasi

306 | 7.03.02.6.03.16 | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan
Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan
Pemuda serta Perpustakaan dan Arsip

307 |7.03.02.6.03.18 | Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan

308 | 7.03.02.6.03.19 | Penyediaan Akomodasi Pengiriman Peserta
Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Dacrah

309 | 9.01.02.7.01.01 | Pelatihan Mawaris

310 |6.01.02.7.01.02 | TOT Modul Wawasan Kcislaman bagi Guru
Sckolah  Menengah  Pertama/  Sekolah
Menengah Atas

311 |9.01.02.7.01.03 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan
Svariat Islam

312 |9.01.02.7.01.04 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan
Ru'vat

313 [9.01.02.7.01.05 | Seminar Problematika Syariat Islam

314 19.01.02.7.01.06 | Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi

Sckolah Menengah Atas Sederajat
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| 315 19.01.02.7.02.01 | Pembinaan Kelembggaan Tilawatil Quran |
316 | 9.01.02.7.02.02 Bimbingan Teknis Tenaga Peclatihan/Juri
Tilawatil Quran |
317 |9.01.02.7.02.03 ' Pembinaan Imam Hafid pada Masjid
318 19.01,02.7.02.04  Pelaksanaan MTQ ]
319 [9.01.02.7.02.05 | Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ
Tingkat Nasional
320 [9.01.02.7.02.06 | Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti
MTQ/STQ Tingkat Nasional dan
Internasional
321 |9.01.02.7.03.01 | Working Group Penyelesaian Permasalahan
o Syariat Islam
322 | 9.01.02.7.04.01 | Peningkatan Kualitas  Dakwah  dan
Penycemarakan Syariat Islam
323 | 9.01.02.7.04.02 | Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah
Terpencil
324 |9.01.02.7.04.03 | Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai
dan Koordinator Lapangan
325 |9.01.02.7.04.04 Pembinaan Warga Binaan Lembaga
Pemasyrakatan
326 |9.01.02.7.04.05 | Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh
327 [9.01.02.7.04.06 | Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
328 |9.01.02.7.04.07 | Pembinaan Gampong Percontohan Syariat
329 |9.01.02.7.04.10 | Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
330 |9.01.02.7.05.01 | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi
Keislaman
331 |[9.01.02.7.05.03 | Pclatihan Peningkatan Kapasitas Imeum
Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
332 |9.01.02.7.05.04 | Pembinaan Keluarga Islami
333 |9.01.02.7.05.05 | Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil
Berbasis Syariah
334 | 9.01.02.7.06.01 | Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
335 |9.01.02.7.07.01 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan
Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman
336 |9.01.02.7.07.02 | Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya
Baiturahman
337 [9.01.02.7.07.04 | Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di
Masjid Rava Baiturrahman
338 |9.01.02,7.07.09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan
Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh
339 |9.01.03.7.01.01 | Pembinaan Badan Otonom Majclis
Permusyawaratan Ulama
340 |9.01.03.7.01.03 | Pendidikan Kader Ulama
341 (9.01.03.7.01.07 | Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan
Pengadaannya
342 19.01.03.7.01.10 | Nadwah/Mubahasah Ilmiah
343 |9.01.03.7.01.11 | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
344 [9.01.03.7.01.13 | Kajian Pedoman Keagamaan
345 |9.01.03.7.02.01 | Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah |
346 [9.01.04.7,02.01 | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF
347 |9.01.04.7.02.02 | Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal
Kabupaten/Kota
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348 | 9.01.06.7.01.02 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum
Mukim

349 | 9.01.06.7.01.06 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali
Nanggroe

350 |9.01.06.7.03.01 | Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan  Kehidupan ~ Lembaga-
Lembaga Adat

351 | 9.01.06.7.03.02 | Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan
Luar Negeri

4. Rincian Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari DAU
Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

NO. KODE KEGIATAN
1. 1.1.2.201 | Pengelolaan Pendidikan Sckolah Dasar
2. 1.1.2.202 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama o

.1.2.203 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
.1.2.204 | Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan |
.1.3,201 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Dasar

1.1.3.202 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal

T 1.1.4.201 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
NonFormal/Kesetaraan

8. 1.1.5.201 | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat

9. 1.1.5.202 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan NonFormal
yang Disclenggarakan oleh Masyarakat

—

—

o oiBiw

10. 1.1.6.201 | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan
Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam
Dacrah Kabupaten/Kota

11. 1.1.7.701 Pengelolaan Pendidikan Dayah

12. 1.1.8.701 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh

13. 1.1.8.702 | Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh

14. 1.1.8.703 | Penyelenggaraan Kurikulum dan  Pengajaran
Pendidikan Acch

15. 1.1.8.704 | Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Aceh

16, 1.1.8.705 | Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian

Mutu Pendidikan Aceh
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dari DAU Bidang

Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

NO

KODE

SUBKEGIATAN

1

1.02.02.2.02.16

Pengelolaan Pelayanan Keschatan Kerja dan
Olahraga

2

1.03.04.2.01.08

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS

1.03.05.2.01.09

Pengembangan SDM dan
Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kelembagaan

1.03.08.2.01.06

Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Cagar Budaya vang
Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.07

Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
Ditetapkan Tingkat Kabupaten /Kota

1.05.02.7.04.11

Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat,
Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat di Bidang Pembinaan dan
Pengawasan Qanun Syariat Islam

1.05.03.2.02.02

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

1.05.04.2,04.01

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
dan  Penanggulangan  Kebakaran  Melalui
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

1.06.02.2.01.02

Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

10

1.06.04.2.01.05

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,

dan Sosial

11

1.06.04.2.01.06

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat

12

1.06.04.2.01.08

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

13

1.06.04.2.02.07

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial

14

1.06.04.2.02.08

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA

15

1.06.04.2.02.10

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

16

2.07.03.2.01.01

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi

M7

2.07.03.2.01.03

Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja

Kabupaten/Kota

18

2.07.03.2.02.01

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

19

2.08.02.2.02.02

Advokasi Kebijakan dan
Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pendampingan |

20

2.08.02.2.03.01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
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21

2.08.02.2.03.02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

22

2.08.02.2.03.03

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pemberdayaan  Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

23

2.08.03.2.01.02

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Lavanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

24

2.08.04.2.01.01

' Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk
| Mewujudkan

KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten /Kota

25

26

2.08.04.2.01.03

Pengembangan Kegiatan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Kecluarga Kewenangan
Kabupaten /Kota

untuk

2.08.04.2.02.01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

27

2.08.04.2.02.02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

28

2.08.06.2.01.01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota

29

2.08.07.2.01.01

Advokasi Kebijakan  dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

30

2.10.14.7,01.01

Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan

31

2.11.08.2.01.01

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan

32

2.11.08.2.01.02

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

33

2.11.08.2.01.03

Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye
Lingkungan Hidup

2.12.03.2.03.04

Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

35

2.13.05.2.01.03

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat

36

2.14.02.2.01.05

Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

37

2.14.02.2.01.06

Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal

38

2.14.02.2.01.07

Penyediaan dan Pengembangan Materi
Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan
Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

39

2.14.02.2.01.08

Penyediaan dan Pengembangan Materi
Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan
Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten /Kota
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40

2.14.02.2.01.09

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di
Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI  dan
SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

41

2.14.02.2.01.10

Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur
Pendidikan Formal dan Nonformal

42

2.14.02.2.01.11

Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur
Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat
Binaan

43

2.19.02.2.01.01

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
Pelopor

a4

2.19.02.2.01.02

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
Pemula

2.19.02.2.01.03

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader |

Kabupaten/Kota

46

2.19.02.2.01.04

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui |

Perlindungan Pemuda, Advokasi,
Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan
Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda
dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi
dan Pengambilan Keputusan Program Strategis
Kepemudaan

Akses

47

2.19.02.2.01.05

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui
Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat
Kabupaten/Kota

48

2.19.02.2.01.06

Perencanaan, Pengadaan,
Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan
Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota

Pemanfaatan, ‘.

49

2.19.02.2.01.07

Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi
Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi

50

2.19.02.2.01.08

Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan

Kesukarelawanan Pemuda

51

2.19.02.2.01.09

Penyclenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan
Pengibar Bendera

52

2.19.02.2.02.01

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pemberdayaan  Pemuda  atau  Organisasi
Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia
Usaha

53

2.19.02.2.02.02

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi
Kepemudaan Kabupaten/Kota

2.19.03.2.01.01

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pembentukan dan  Pengembangan  Pusat
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sckolah
Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
dan Dunia Usaha

55

2.19.03.2.01.02

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan
Penyelenggaraan  Kompetisi  olech  Satuan

| Pendidikan Dasar
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56

2.19.03.2.01.03

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Penycdiaan Sarana dan Prasarana Olahraga |
Kabupaten /Kota

57

2.19.03.2.02.01

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event
dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

58

2.19.03.2.02.02

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga
Tingkat Kabupaten/Kota

59

2.19.03.2.02.03

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam |

Penyelenggaraan Kejuaraan

60

2.19.03.2.03.01

Seleksi Atlet Daerah |

61

2.19.03.2.03.02

Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) |

62

2.19.03.2.03.03

Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi
Kabupaten/Kota |

63

2.19.03.2.03.04

Pemberian Penghargaan Olahraga
Kabupaten/Kota |

2.19.03.2.03.05

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan '
Informasi Sektoral Olahraga

65

2.19.03.2.04.01

Standardisasi Organisasi Keolahragaan

2.19.03.2.04.02

' Pengembangan Organisasi Keolahragaan

67

2.19.03.2.04.03

Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan
Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

68

2.19.03.2.04.04

Pemberian  Penghargaan bagi  Organisasi |
Keolahragaan Berprestasi

69

2.19.03.2.05.01

Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan
Festival dan Olahraga Rekreasi

70

2.19.03.2.05.02

Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi |

71

2.19.03.2.05.03

Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

72

2.19.03.2.05.04

Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan
Petualangan ‘

73

5.19.03.2.05.05

Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam

Masyarakat

74

2.19.04.2.01.01

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan

75

2.19,04.2.01.02

Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan
Tingkat Daerah

76

2,19.04.2.01.03

Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan
Tingkat Daerah

77

2.19.04.2.01.04

Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota

- 78

2.19.04.2.01.05

Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat
Daerah

79

2.19.04.2.01.06

Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan
Tingkat Daerah

80

2.19.04.2.01.07

Perencanaan, Pengadaan, o fscmanfaatan.
Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan
Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah

81

2.19.04.2.01.08

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan
Kepramukaan

82

2.22.02.2.01.01

| Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objcwli"
Pemajuan Kebudayaan

83

2.22.02.2.01.02

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan

Pranata Kebudavaan
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84 | 2.22.02.2.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek
' Pemajuan Tradisi Budaya
85 [2.22.02.2,02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
Pranata Tradisional
86 |[2.22.02.2.02.03 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang
Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai
dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam
Pemajuan Kebudayaan
87 |2.22.02.2.03.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek
Pemajuan Lembaga Adat
88 |2.22.02.2.03.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
Pranata Adat
89 |2,22.02.2,.03.03 | Penycdiaan Sarana dan Prasarana Pembinaan
Lembaga Adat o
90 | 2.22.03.2.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pclatihan Sumber
Daya Manusia Kesenian Tradisional
91 |2.22.03.2.01.02 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya
Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan
Kebutuhan dan Tuntutan
92 |2.22.03.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Keclola Lembaga
Kesenian Tradisional
93 |2.22,04.2.01.01 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan
Lembaga Scjarah Lokal Kabupaten/Kota
94 | 2.22.04.2.01.02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan
Sejarah
95 | 2.22.04.2.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data
dan Informasi Sejarah
96 | 2.22.05.2.01.01 | Pendaftaran Objck Diduga Cagar Budaya
97 |2.22.05.2.01.02 | Penetapan Cagar Budaya
98 |2.22.05.2.02.01 | Pelindungan Cagar Budaya
99 |2.22.05.2.02.02 | Pengembangan Cagar Budaya
100 | 2.22,05.2.02.03 | Pemanfaatan Cagar Budaya
101  2.22.05.2.03.01 | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar
Dacrah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daecrah
Kabupaten/Kota
102 | 2,22,05,2.03.02 | Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar
Dacrah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daecrah
Kabupaten/Kota
1103 | 2.22.06.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan
I Koleksi Secara Terpadu
104 | 2.22.06.2.01.02 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas
Sumber Dayva Manusia Permuscuman
105  2.22.06.2.01.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat
Terhadap Museum
106 | 2.22.06.2.01.049 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
o Prasarana Museum
107 | 2.22.06.2.01.05 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
108 | 2.22.07.7.01.01 | Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib
dan Tarian Tradisional
109 | 2.22.07.7.01.02 | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
110 | 2,22.07.7.01.03 | Sosialisasi Adat Istiadat
111 |2,22.07.7.01.04 | Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat
Perkawinan
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112

2.22.07.7.01.05

Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh

113

2.22.07.7.01.06

Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media
Luar Ruang

114

2.22.07.7.02.01

Penguatan Peradilan Adat

115

2.22.07.7.02.02

Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan
Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat
(Polmas)

116

2.22.07.7.02.03

Pembinaan Mediasi Adat

117

2.22.07.7.02.04

Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat

118

2.22.07.7.03.01

Pembinaan Kapasitas MAA

119

2.22.07.7.03.02

Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat

120

2.22.07.7.03.03

Rapat Kerja MAA

121

2.22.07.7.03.04

Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan
Adat Istiadat

122

2.22.07.7.03.05

Pembinaan Pemuda Pelopor Adat

123

2.22.07.7.03.06

Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat

124

2.22.07.7.03.07

Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat

125

2.22.08.5.01.01

Pembinaan dan Pengembangan Kescjarahan

126

2.22.08.5.01.02

Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra

127

2.22.08.5.01.03

Pembinaan dan Pengelolaan Permuscuman

128

2.22.08.5.02.01

Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya

129

2.22.08.5.02.02

Pengembangan Cagar Budaya dan  Warisan
Budaya

130

2.22.08.5.02.03

Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia

131

2.22.08.5.03.01

Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya
Kabupaten/Kota

132

2.22.08.5.04.01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya

133

2.22.08.5.04.02

Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis
Digital

134

2.22.08.5.04.03

Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda

Keistimewaan

135

2.22.08.5.04.04

Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga
Budaya

136

2.22.08.5.05.01

Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan
Kebudayaan

137

2.22.08.5.05.02

Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan
Urusan Kebudayaan

138

2.22.08.5.05.03

Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari
Budava

139

2.22.08.5.06.01

Pengembangan Lumbung Mataraman

140

2.22.08.5.06.02

Pengembangan Atraksi Wisata Budaya

141

2.22.08.5.06.03

Pengembangan Industri Kreatif

142

2.22.08.5.06.04

Peningkatan Pelayanan Keschatan Tradisional

143

2.22.08.5.06.05

Pengembangan Budaya Bahari

2022, No.1335

144

2.22.08.5.06.06

Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram

145

2.22.08.5.06.07

Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional

146

2.22.08.5.07.01

Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan
Kantong Budava

147

2.22.08.5.07.02

Pembinaan Lembaga Penggiat Seni

148

2.22.08.5.07.03

Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam
rangka Diplomasi Budaya

149

2.22.08.5.07.04

Penghargaan Seniman dan Budayawan

-
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150 | 2.22.08.5.07.05 | Festival Kebudayaan Yogyakarta
151 | 2.22.08.5.07.06 | Gelar Budaya Jogja
152 | 2,22,08.5.07.07 | Publikasi Seni dan Budaya Dacrah
153 | 2.22.08.5.07.08 | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan
Tradisi ‘
154 | 2.22.08.5.07.09 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai
Luhur dalam Masyarakat
155 | 2.22.08.5.07.10 | Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
156 | 2.22.08.5.07.11  Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
157 | 2.22.08.5.07.12 | Pembinaan Jagawarga
158 | 2.22.08.5.07.13 | Pengembangan Kewirausahaan Desa
159 | 2.22.08.5.07.14 | Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
160 | 2.22.08.5.07.15 | Pengembangan Ekonomi Perempuan
161 | 2.22.08.5.07.16 | Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung
Api Merapi
162 | 2.22.08.5.07.17 | Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan
Desa
163 | 2.22.08.5.07.18 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
164 | 2.22.08.5.08.01 | Pembinaan Muatan Lokal
165 | 2,22.08.5.08.02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan
. Keistimewaan
| 166 | 2.22.08.5.08.03 | Kependidikan Kepramukaan )
167 | 2.23.02.2.01.01 ' Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan
Perpustakaan Elektronik
168 | 2.23.02.2.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
169 | 2.23.02.2.01.03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan
Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
170 | 2.23.02.2.01.04 | Pembinaan Perpustakaan pada  Satuan
Pendidikan Dasar di  Seluruh  Wilayah
Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional
Perpustakaan
171 | 2.23.02.2.01.05 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat
Kabupaten /Kota
172 | 2.23.02.2.01.06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
173 | 2.23.02.2.01.07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan
Tingkat Kabupaten/Kota o)
1174 | 2.23.02.2.01.08 | Pengembangan Bahan Pustaka
175 | 2.23.02.2.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
176 | 2.23.02.2.01.10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,
Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
177 | 2.23.02.2.02.01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta
Masyarakat
178 1 2.23,02,2.02.02 | Pembangunan dan  Pemeliharaan  Sarana
Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
179 | 2,23,02.2,.02.03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar
.. Membaca
180 | 2.23.02.2.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
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181

2.23.02.2.02.05

Pemilihan Duta Baca  Tingkat Daerah

Kabupaten /Kota

182

2.23.03.2.01.01

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan
Pendaftaran Naskah Kuno

183

2.23.03.2.01.02

Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihnmediaan
Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat
untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

184

2.23.03.2.02.01

Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis
Nusantara

185

2.23.03.2.02.02

Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis
Nusantara ,

186

3.25.03.2.02.01

Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

187

3.25.04.2.02.01

Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan
Kecil

188

3.25.04.2.02.04

Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses
IImu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

189

3.26.02.2.02.06

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

190

3.26.02.2.03.06

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

191

3.26.04.2.02.02

Pengembangan Pendidikan

192

3.26.05.2.01.01

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

193

3.26.05.2.01.02

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

194

3.26.05.2.01.03

Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi
Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa
dan/atau Siswa)

195

3.26.05.2.01.06

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber

Daya Manusia Ekonomi Kreatil

196

3.26.05.2,01,07

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

197

3.26.05.2.02.01

Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan
Ekonomi Kreatif

198

3.27.07.2.01.05

Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah
Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

199

3.32.03.2.01.05

Penyuluhan Transmigrasi

200

3.32.03.2.01.06

Pelatihan Transmigrasi

201

3.32.04.2.01.01

Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian
Satuan Pemukiman

202

4.01.04.5.04.01

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

Keistimewaan Urusan Kebudayaan

203

4.01.04.5.04.02

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana
Keistimewaan Urusan Kebudavaan

204

5.05.02.2.01.01

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Otonomi Dacrah

205

5.05.02.2.01.02

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

206

5.05.02.2.01.03

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
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207

5.05.02.2.01.04

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan Bidang Aparatur dan
Reformasi Birokrasi

208

5.05.02.2.01.05

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset
Daerah, Reformasi Birokrasi

5.05.02.2.01.06

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian |
dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan
Ketentraman Umum dan Perlindungan
Masyarakat

210

5.05.02.2.01.07

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan Bidang Penataan
Kelembagaan Desa

211

5.05.02.2.01.08

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa

212

5.05.02.2.01.09

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa

213

5.05.02.2.01.10

Fasilitasi, Pclaksanaan dan Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset
Desa

214

5.05.02.2.01.11

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik
Desa

215

5.05.02.2.01.12

Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

216

5.05.02.2.01.13

Perumusan  Rekomendasi  atas  Rencana
Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi
Terhadap Pelaksanaan Peraturan

217

5.05.02.2.01.14

Fasilitasi dan Evaluasi Pclaksanaan Kegiatan
Data dan Pengkajian Peraturan

218

5.05.02.2.01.15

Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Ségi "
Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya lzin
Penelitian oleh Instansi yang Berwenang

219

5.05.02.2.02.01

Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-
Aspek Sosial

220

5.05.02.2.02.02

Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

221

5.05.02.2,02.03

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan

222

5.05.02.2.02.04

Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan
Olahraga

223

5.05.02.2.02.05

Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

224

5.05.02.2.02.06

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

225

5.05.02.2.02.07

Penelitian dan Pengembangan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

226

5.05.02.2.02.08

Penelitian dan Pengembangan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

227

5.05.02.2.02.09

Penclitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

228

5.05.02.2.02.10

Penelitian  dan Pengembangan  Partisipasi
Masyarakat

229

5.05.02.2.02.11

Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi

230

5.05.02.2.03.01

Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

.
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231

5.05.02.2.03.02

Penclitian dan Pengembangan Perindustrian dan

Perdagangan

232

5.05.02.2.03.03

Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik
Daerah

233

5.05.02.2.03.04

Penelitian dan  Pengembangan  Pertanian,

Perkebunan dan Pangan

234

5.05.02,2.03.05

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan

235

5.05.02.2.03.07

Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

236

5.05.02.2.03.08

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

237

5.05.02.2.03.09

Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

238

5.05.02.2.03.10

Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

239

5.05.02.2.03.11

Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

240

5.05.02.2.03.12

Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang
dan Pertanahan

241

5.05.02.2.03.13

Peneclitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika

242

5.05.02.2.04.01

Penelitian, Pengembangan, dan Perckayasaan di
Bidang Teknologi dan Inovasi

243

5.05.02.2.04.02

Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model
Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan
Penerapan Teknologi

244

5.05.02.2.04.05

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

245

9.01.02,7.01.01

Pelatihan Mawaris

246

9.01.02.7.01.02

TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru
Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah
Atas

247

9.01.02.7.01.08

Pembinaan dan Pcningkatan Kapasitas Tokoh
Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam

248

9.01.02.7.01.04

Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat

249

9.01.02.7.01.05

Seminar Problematika Syariat Islam

250

9.01.02.7.01.06

Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sckolah
Menengah Atas Sederajat

251

9.01.02.7.02.01

Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran

252

9.01,02.7.02.02

Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri
Tilawatil Quran

253

9.01.02.7.02.03

Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid

254

9.01.02,7.02.04

Pelaksanaan MTQ

255

9.01.02.7.02.05

Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ
Tingkat Nasional

256

9.01.02.7.02.06

Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ
Tingkat Nasional dan Internasional

257

9.01.02.7.03.01

Working Group Penyelesaian Permasalahan
Syariat Islam

258

9.01.02.7.04.01

Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan
Svariat Islam ‘

259

9.01.02.7.04.02

Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil

260

9.01.02.7.04.03

Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan

261

9.01.02.7.04.04

Koordinator Lapangan
Pembinaan Warga Lembaga
Pemasyvrakatan

Binaan

262

9.01.02.7.04.05
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263

9.01.02.7.04.06

Peclaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam

264

9.01.02.7.04.07

Pembinaan Gampong Percontohan Syariat

265

9.01.02,7.04.10

Penyelenggaraan Pengajian di Gampong

266

9.01.02.7.05.01

Pemasyarakatan dan Penvebaran Informasi

Keislaman

267

9.01.02.7.05.03

Pelatihan  Peningkatan  Kapasitas Imeum
Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat
Islam

268

9.01.02.7.05.04

Pembinaan Keluarga Islami

269

9.01.02.7.05.05

Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis
Syariah

270

9.01.02.7.05.06

Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kil'ayah/‘l‘ajhi'z"
Mayat

271

9.01.02.7.05.07

Pembinaan Badan Kemakmuran

Masjid /Meunasah/ Mushalla

272

9.01.02.7.05.08

Pembinaan Qari Qariah

273

9.01.02.7.05.09

274

9.01.02.7.05.10

Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz

275

9.01.02.7.06.01

Penyuluhan Regulasi Syariat Islam

276

9.01.02.7.07.01

Pembinaan Kclembagaan Pendidikan dan Dakwah

| pada Masjid Agung Dacrah

277

9.01.02.7.07.02

Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung
Daerah

278

9.01.02.7.07.04

Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid
Agung Daerah

279

9.01.03.7.01.01

Pembinaan Badan Otonom Majelis

Permusyawaratan Ulama

280

9.01.03.7.01.03

Pendidikan Kader Ulama

281

9.01.03.7.01.07

Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan
Pengadaannya

282

9.01.03.7.01.10

Nadwah/Mubahasah [imiah

283

9.01.03.7.01.11

Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam

284

9.01.03.7.01.13

Kajian Pedoman Keagamaan

285

9.01.03.7.01.14

Pendidikan Kader Ulama

286

9.01.03.7,02.01

Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah

287

9.01.04.7.02.01

Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF
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D. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN
SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG
KESEHATAN

1. Rincian Kcgiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan
untuk Provinsi

NO. KODE KEGIATAN

1.2.2.101 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

1.2.2.102 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
2, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

1.2.2,103 Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kesehatan Secara Terintegrasi

1.2.2.104 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan
4, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Provinsi

1.2.3.101 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya
5. Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP
Provinsi

1.2.3.102 Pengembangan Mutu dan Peningkatan
6. Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Dacrah Provinsi
1.2.4,101 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar
7. Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang
Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

1.2.4.102 Penerbitan lIzin Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT)

1.2.5.101 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
9. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
1.2.5.102 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat dalam rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah Provinsi

1.2.5.103 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
11. Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

10.

2. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan
untuk Provinsi

NO. KODE SUBKEGIATAN

1 1.02.02.2.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana
dan Prasarana Pendukungnya
2 1.02.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang  Medik  Fasilitas  Layanan
Keschatan
3 11.02.02,1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
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NO. KODE SUBKEGIATAN

4 1.02.02.1.01.03 | Pengembangan Rumah Sakit

5 1.02.02.2.01.08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

6 1.02.02.1.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dbagi
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB)

7 1.02.02.1.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak Krisis Keschatan
Akibat Bencana danfatau Berpotensi
Bencana

3. Rincian Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang
Kesehatan untuk Provinsi

NO KODE SUBKEGIATAN
1 | 1.03.02.3.01.67 | Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2 [1.03.02.4.01.68 | Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
3 | 1.03.03.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis SPAM
4 | 1.03.03.1.01.02  Supervisi
Pembangunan / Peningkatan /Perluasan/Perbaik
an SPAM
S5 [ 1.03.03.1.01.03 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
6 |1.03.03.1.01.04 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
7 1 1.03.03.1.01.05 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
8 11.03.03.1.01.06 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
9 |[1.03.03,1.01.07 | Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM
Regional Lintas Kabupaten /Kota
10 | 1.03.03.1.01.08 | Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan
Pengelolaan SPAM Provinsi
11 | 1.03.03.1.01,09 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas
Kabupaten/Kota
12 | 1.03.03.1.01.10 | Survei dan Investigasi untuk Pengembangan
i SPAM Lintas Kabupaten/Kota
' 13 | 1.03.03.1.01.11 | Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM
Lintas Kabupaten/Kota
' 14 | 1.03.03.1.01.12 | Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas
| Kabupaten/Kota
15 | 1.03.04.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan |
’ Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
16 | 1.03.04.1.01.02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan  TPA/TPST/SPA  Kewenangan
| Provinsi
17 | 1.03.04.1,01.03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan
_ Provinsi
18 | 1.03.04.1,01.04 | Rehabilitasi ~ TPA/TPST/SPA  Kewenangan
Provinsi
19 | 1.03.04.1.01.05 | Peningkatan = TPA/TPST/SPA  Kewenangan
Provinsi
20 | 1.03.04.1.01.06 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Persampahan
21 | 1.03.04.1.01.07 | Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas

Kabupaten/Kota

4
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22

Pembinaan  Teknis  dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pecngelolaan Infrastruktur
Persampahan

23

1.03.05.1.01.01

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistern Pengelolaan Air Limbah Domestik

24

1.03.05.1.01.02

Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana
Cubluk

25

1.03.05.1.01.03

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat

26

1.03.05.1.01.04

Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional

27

1.03.05,1.01.05

Supervisi

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Perlu
asan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat

28

1.03.05.1.01.06

Pemberdayaan
Limbah

Pembinaan  Teknis  dan
Masyarakat dalam Pengelolaan Air
Domestik

1.03.05.1.01.07

Pengembangan SDM  dan  Kelembagaan

Pengelolaan Air Limbah Domestik

30

1.03.05.1.01.08

Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah
Domestik Lintas Kabupaten/Kota

31

1.03.05.1.01.09

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik

32

1.05.03.1.03.01

Respon  Cepat  Kejadian Luar  Biasa

Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

33

1.05.03.1.03.06

Respon Cepat Bencana Non ALam

Epidemi/Wabah Penvakit

34

1.06.04.1.01.02

Penyediaan Sandang

35

1.06.04.1.01.05

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti

36

1.06.04.1.01.06

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial

37

1.06.04.1.01.07

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-
Hari

38

1.06.04.1.01.12

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas TerlAntar

| 39

1.06.04.1.02.02

Penyediaan Makanan

- 40

1.06.04.1.02.03

Penyediaan Sandang

41 | 1.06.04.1.02.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam
Panu

42 | 1.06,04.1.02.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial -

43 | 1.06.04.1.02.13 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Rchabilitasi Sosial Dasar Anak
TerlAntar di dalam Panti |

44 | 1.06.04.1.03.01 | Penyediaan Permakanan

45 | 1.06.04.1.03.02 | Penyediaan Sandang

46 | 1.06.04.1.03.04 | Penyediaan Alat Bantu

47 | 1,06.04.1.03.05 | Penyediaan Perbekalan Keschatan di dalam

Panti Sosial

:
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48 | 1.06.04.1.03.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual
dan Sosial
49 | 1.06.04.1.04.01 | Penyediaan Permakanan
50 | 1.06.04.1.04.02 | Penyediaan Sandang
51 | 1.06.04.1.04.04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti
52 | 1.06.04.1.04.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual
dan Sosial
- 53 | 1.06.04.1.05.01 | Penyediaan Permakanan
54 | 1.06.04.1.05,02 | Penyediaan Sandang
55 | 1.06.04.1.05.04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti
56 | 1.06.04.1.05.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual
dan Sosial
57 |1.06.06.1.01.01 | Penyediaan Permakanan
58 | 1.06.06.1.01.02 | Penyediaan Sandang
59 2.11.03.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut
60 | 2.11.03.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim
61 |2.11.03.1.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
Provinsi
62 | 2.11.03.1.02.01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat
63 [2.11.03.1.02.02 | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
64 12.11,03.1.02.03 | Pcnghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
65  2.11.03.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian
Sumber Pencemaran
66 | 2.11.03.1.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur
Pencemar
67 | 2.11.05.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui
Sistem  Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
68 | 2.11.05.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan
Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam
rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan
69 |2.11.11.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis
Penanganan Sampah Regional
70 |2.11.11.1.01.02 | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
71 1 2.11.11.1.01.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST
N Regional
72 1 2.11.11.1.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
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73

2.11.11,1.01.05

Koordinasi dan  Sinkronisasi Penyediaan
Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di
TPA/TPST Regional

74

2.11.11.1.01.06

Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST
Regional

75

2.11.11.1.01.07

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan
Sampah di TPA/TPST Regional

76

2.14.02.1,02,03

Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga

77

2.14.02.1.02.06

Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga

78

2.14.03.1.01.01

Pengembangan Strategi Operasional Advokasi,
Promosi Sesuai Kearifan Lokal

79

2.14.03.1.01.02

Pengembangan dan Penyediaan Materi dan |

Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai
Kearifan Budavya Lokal

80

2,14.03.1.01.03

Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik
Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi,
Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai
Kearifan Budaya Lokal

81

2.14.03.1.01.04

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK
Melalui Mitra Kerja

82

2.14.03.1.01.05

Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan
Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi,
Promosi dan KIE Program KKBPK

83

2.14.03.1.01.06

Pengembangan Strategi Operasional Promosi
dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai
dengan Kearifan Budaya Lokal

84

2.14.03.1.01.07

Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi
dan Konseling Keschatan Reproduksi dan Hak-
Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya
Lokal

2.14.03.1.01.08

Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi

2.14.03.1.02.01

Pengembangan Strategi  Operasional dalam

' rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran

Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

87

2.14.03.1.02.02

Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama
Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

88

2.14.03.1.02.03

Pengembangan dan  Penguatan  Jejaring

Kemitraan dalam Program KKBPK

89

3.27.03.1.01.05

Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Hewan

90

3.27.04.1.01.03

Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah
Penyakit Hewan Menular

91

3.27.04.1.03.03

Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan
Keschatan Masyarakat Veteriner

92

3.32.03.1.01.13

Pclayanan Kesehatan Transmigran

93

4.01.04.1.01.01

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual

94

4.01.04.1.01.02

Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
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95 [ 4.01.04.1.02.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi
dan Capaian Kinerja Kebijakan Kescjahteraan
Rakyat Bidang Keschatan

96 |4.02.05.4.01.02 | Penyediaan Dana General Check-up Pimpinan
| dan Anggota DPR PB

97 |5.05.02.1.02.06  Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

98 |7.03.02.6.03.05 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota
| Sehal di Kabupaten

99 |9.01.02.7.01.06 | Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sckolah
Menengah Atas Sederajat

4. Rincian Kegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Keschatan
untuk Kabupaten/Kota

NO KODE KEGIATAN

1. 1.2.2.201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Keschatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

2. 1.2.2.202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP  Rujukan  Tingkat  Daerah
Kabupaten /Kota

3: 1.2.2.203 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan |
Secara Terintegrasi ‘

4. 1.2.2.204 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan |
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

5. 1.2.3.201 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di
Wilayah Kabupaten/Kota

6, 1.2.3.202 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan

Sumber Daya Manusia Keschatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

7. 1.2.3.203 Pengembangan Mutu dan  Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Keschatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. 1.2.4.201 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat |
Keschatan dan Optkal, Usaha Mikro Obat
_ Tradisional (UMOT)

9. 1.2.4.202 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana
Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

10. 1.2.4,203 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai lzin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga

11. 1.2.4.204 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot
Air Minum (DAM)

12. 1.2.4.205 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
13, 1.2.4.206 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan
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Produk Makanan Minuman Industri Rumah
Tangga

14,

1.2.5.201

Advokasi, Pcmberdayaa;, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas
Scktor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.2.5.202

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

16.

1.2.5.203

Pengembangan dan Pelaksanaan Upava
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan

untuk Kabupaten/Kota

NO KODE SUBKEGIATAN
1 1.02.05.2.01.0 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,
1 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
2 1.02.05.2.02.0 | Penyclenggaraan Promosi Keschatan dan |
1 Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3 1.02.03.2.03.0 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan
1 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
| Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4 1.02.02.2.01.2 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan
1 Medis Habis Pakai (BMHP}, Makanan dan
Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas
Keschatan Lainnya
5 1.02.02.2.01.0 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3
6 1.02.02.2.01.0 | Pembangunan Puskesmas
2
7 1.02.02.2.01.0 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana
1 dan Prasarana Pendukungnya
8 1.02.02.2.01.2 | Pemeliharaan Rutin  dan Berkala Alat
0 Keschatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesechatan
9 1.02.02.2.01.1 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
o = Medik Fasilitas Pelayanan Keschatan
10 |1.02.02.2.01.1 [ Pengadaan Obat, Vaksin
6
11 |1.02.02.2.01.0 |Pengembangan Fasilitas Keschatan Lainnya
7
12 |1.02.02.2.01.0 | Pengembangan Puskesmas
6
13 |1.02.02.2.01.0 | Pengembangan Rumah Sakit
5 -
14 | 1.02.02.2.01.1 | Rehabilitasi dan Pemecliharaan Fasilitas
0 Keschatan Lainnya
15 | 1.02.02.2.01.0 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
9
16 | 1.02.02.2.01.0 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
8
17 | 1.02.02.2.02.3 | Operasional Pelayanan Puskesmas
3
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18 | 1.02.02.2.02.2 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
5 Tidak Menular

19 |1.02,02.2.02.2 |Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
8 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium

Rujukan/Nasional

20 | 1.02.02.2.02.2 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
6

21 |1.02.02.2.02.0 | Pengelolaan Pelayanan Keschatan Balita
4

22 |1.02.02.2.02.0 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
13 Lahir

23 | 1.02.02.2.02.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
5 Masyarakat

24 | 1.02.02.2.02.0 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
2

25 |1.02.02.2.02.0 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1

26 | 1.02.02.2.02.4 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
2

27 |1.02.02.2.02.1 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
0 dengan Gangguan Jiwa Berat

28 |[1.02.02.2.02.4 |Pengelolaan pelayanan kesehatan orang
1 dengan HIV (ODHIV)

29 |1.02.02.2.02.1 |Pengclolaan Pelayanan Kesehatan Orang
2 dengan Risiko Terinfeksi HIV.

30 | 1.02.02.2.02.4 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang
0 dengan Tuberkulosis

31 | 1.02.02.2.02.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1 Terduga Tuberkulosis

32 | 1.02.02.2.02.0 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
7 Lanjut

33 | 1.02.02.2.02.0 |Pengelolaan Peclayanan Kesehatan pada Usia
) Pendidikan Dasar

34 |1.02.02.2.02.0 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
6 Produktif

35 | 1.02.02.2.02.0 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
9 Diabetes Melitus

36 | 1.02.02.2.02.0 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
8 Hipertensi

37 |1.02.02.2.02.1 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
8

38 | 1.02.03.2.02.0 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
2 Keschatan Sesuai Standar

6. Rincian Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang
Keschatan untuk Kabupaten /Kota

- NO KODE SUBKEGIATAN
1 1.03.03.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis SPAM
2 1.03.03.2.01.02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/
Perluasan/Perbaikan SPAM

3
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3 1.03.03.2.01.03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaan
4 1.03.03.2.01.04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaan
5 1.03.03.2.01.05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaan
6 1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaan
7 1.03.03.2.01.07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaan
8 1.03.03.2.01.08 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaan
9 1.03.03.2.01.10 | Pembinaan dan  Pengawasan Terhadap
Penyeclenggaraan SPAM oleh Badan Usaha
Untuk Kebutuhan Sendiri
10 | 1.03.03.2.01.11 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa
dan Kelompok Masyarakat
11 ]1.03.03.2.01.12 | Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
12 ) 1.03.03.2.01.13 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan Kerja Sama SPAM
13 | 1.03.03.2.01.14 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Pengelolaan SPAM
14 | 1.08.03.2.01.15 | Operasi dan Pemcliharaan SPAM di Kawasan
- Perkotaan
15 |1.03.03.2.01.16 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan
Perdesaan
16 |1.03.03.2.01.17 | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
17 |1.03.03.2.01.18 | Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
di Kawasan Perdesaan
18 11.03.03.2.01.19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di
o Kawasan Perdesaan
19 | 1.03.03.2.01.20 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaan
20 | 1.03.03.2.01.21 | Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaan
21 |[1.03.04.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan |
Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan
Kabupaten /Kota
22 |1.03.04.2.01.02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Kewenangan Kabupaten/Kota )
23 |1.03.04.2.01.03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
24 1 1.03.04.2.01.04 | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
25 |1.03.04.2.01.05 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
26 | 1.03.04.2.01.06 | Penyediaan Sarana Persampahan
27 |1.03.04.2.01.07 | Pembinaan Tecknik Pengelolaan Infrastruktur
Persampahan
28 |1.03.04.2.01.08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

dalam rangka Penyediaan Sarana

TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
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29 |1.03.05.2.01.01 |Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistern Pengelolaan Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

30 |1.03.05.2.01.02 | Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/
Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

31 | 1.03.05.2.01.03 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Terpusat Skala Kota

32 | 1.08.05.2.01.04 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Skala Kota

33 | 1.03.05.2.01.05 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman

34 | 1.03.05.2.01.06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem
Pengolahan Setempat

35 | 1.03.05.2.01.07 | Pembinaan Tecknik Pengelolaan Air Limbah
Domestik o

36 | 1.03.05.2.01.08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat
terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik

37 |1.03.05.2.01.09 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Pengelolaan Air Limbah Domestik

38 | 1.03.05.2.01.10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik

39 |1.03.05.2.01.11 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi
/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik Terpusat Skala
Permukiman |

40 | 1.03.05.2.01.12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

41 | 1.03.05.2.01.13 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur
Tinja

42 1 1.03.05.2.01.14 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

43 | 1.05.03.2.03.01 | Respon  Cepat Kejadian Luar Biasa
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

44 | 1,05,03.2.03.06 | Respon Cepat Bencana Non Alam |
Epidemi/Wabah Penyakit i

45 | 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, |
dan Sosial

46 | 1.06.04.2.01.06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas  Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

47 | 1.06.04.2.02.06 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

48 | 1.06.04.2.02.07 ' Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial

49 | 1.06.04.2.02.08 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA

50 | 1.06.04.2.02.13 | Pemberian Layanan Rujukan

51 |[1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan

52 | 1.06.06.2.01.02 | Penyediaan Sandang
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53

2.08.03.2.02.02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

54

2.11.03.2.01.01

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut

55

2.11.03.2.01.02

Koordinasi, Sinkronisast dan Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim

56

2.11.03.2.01.03

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

57

2.11.03.2.02.01

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
Masyarakat

58

2.11.03.2.02.02

Pengisolasian Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup

59

2.11.03.2.02.03

Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

60

2.11.03.2.03.01

Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian

Sumber Pencemaran

61

12.11.03.2.03.02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan

Unsur Pencemar

62

i 2.11.05.2.01.01

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen [zin
Penyimpanan sementara Limbah B3
Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan
Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

63

2.11.05.2.01.02

untuk  Memastikan
dan

Verifikasi Lapangan
Pemenuhan Persyaratan Administrasi
Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

64

2.11.05.2.02.01

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 1zin
Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui
Sistem  Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elcktronik

65

1 2.11.05.2.02.02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan
Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam
rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan

66

2.11.11,2.01.01

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

67

2.11.11.2.01.02

Pengurangan Sampah dengan Melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali

68

2.11.11.2,01.03

Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota

69

2.11.11.2.01.04

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan

70

2.11.11.2.01.05

Penyediaan
Pengelolaan

Koordinasi dan Sinkronisasi
Prasarana dan Sarana
Persampahan
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2.11.11.2.01.06

Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan
Persampahan

72

2.11.11.2.01.07

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/
Kota

73

2.11.11.2.03.01

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin
Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah

74

2.11.11.2.03.02

Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Sampah

75

2.11.11.2.03.03

Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target
dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

76

2.14.02.2.01.15

Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program
KKBPK

77

2.14.02.2.02.13

Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian
Lapangan dan Pelayanan KB

78

2.14.02.2.02.14

Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan
Pelaporan Program KKBPK

79

2.14.03.2.01.01

Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders
dan Mitra Kerja

80

2.14.03.2.01.02

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

81

2,14.03.2.01.03

Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program
KKBPK

82

2.14.03.2.01.04

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media
Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar
Ruang

2.14.03.2.01.05

Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik
dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya
Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK

84

2.14.03.2.01.06

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program
KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok)

85

2.14.03.2.01.07

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai
Penyuluhan KKBPK

86

2.14.03.2.01.08

Pengendalian Program KKBPK

87

' 2.14.03.2.02.01

Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini
Lapangan oleh PKB/PLKB

88

2.14.03.2.02.02

Penyediaan Sarana Pendukung Operasional
PKB/PLKB

89

2.14.03.2.02.03

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan
Program KKBPK untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh  Lapangan  Kcluarga
Berencana (PKB/PLKB)

90

2.14.03.2.02.04

Penggerakan Kader Institusi  Masyarakat

Pedesaan (IMP)

g1

2.14.03.2.03.01

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan
KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan
dan Jejaringnya

92

2.14.03.2.03.02

Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas
Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana
Penunjang Pelayanan KB
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93 |2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

94 | 2.14.03.2.03.04 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi
Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP |

95 |2.14.03.2.03.05  Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang
Pelayanan KB

96 | 2.14.03,2.03.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

97 |2.14.03.2.03.07 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB

98 |2.14.03.2.03.08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Keschatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

99 | 2.14.03.2.03.09 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi,
serta Hak-Hak Reproduksi di  Fasilitas
Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

100 |2.14.03.2.03.10 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

101 |1 2.14.03.2.03.11 | Dukungan Opcrasional Pelayanan KB Bergerak

102 | 2.14.03.2.03.12 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
dan Pasca Keguguran

103 |2.14.03.2.03.13 | Peningkatan Kesertaan KB Pria .

104 |2.14,03.2.04.0] | Penguatan Peran Serta  Organisasi |
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya
dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pcmbinaan
Kesertaan Ber-KB

105 | 2.14.03.2.04.02 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di
Kampung KB

106 | 2.14.03.2.04.03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK

‘ di Kampung KB

107 | 2.14.03.2.04.04  Pcmbinaan Terpadu Kampung KB

108 | 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

109 | 7.01.03.2.05.01 | Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan

o Kelurahan

110 | 7.01.03.2.05.02 | Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan
Kelurahan

111 | 7.01.03.2.05.03 | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat
Desa dan Kelurahan o

112 | 7.01.03.2.05.04 | Pengadaan Pendukung Pelaksanaan
Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan
Kelurahan

113 | X.XX.01.2.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

114 | X.XX.01.2.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

www.peraturan.go.id

2022, No.1335



2022, No.1335 _80-

E. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN
SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG
PEKERJAAN UMUM

1. Rincian Kegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan
Umum untuk Provinsi

. NO KODE _____KEGIATAN
[ 1. 1.3.2.101 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai Lintas Dacrah
Kabupaten/Kota
2. 1.3,2.102 |Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Primer dan Sekunder pada Dacrah Irigasi vang
Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daecrah Irigasi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3. | 1.3.3.101 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
4. 1.3.4.101 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional
5. 1.3.5.101 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
{ Domestik Regional
6. 1.3.6.101 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis

Provinsi

' 1.3.7.101 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman
di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

8. 1.3.8.101 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Provinsi

9. 1.3.9.101 | Penyelenggaraan Penataan  Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

10. | 1.3.10.101 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi

2. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan
Umum untuk Provinsi

NO KEGIATAN

1, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;

2. Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan /Perbaikan
SPAM,

3. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;
4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan;

3. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan;

6. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan;

s Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas
Kabupaten/Kota;

8. Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengeloclaan SPAM
Provinsi;

9. Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota;

10. |Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas

Kabupaten/Kota;
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11.

Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas
Kabupaten/Kota;

2022, No.1335

12. | Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas
Kabupaten/Kota.

13. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik;

14. |Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan
Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk;

15. | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat;

16. | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Regional;

17. | Supervisi  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat;

18. | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Air Limbah Domestik;

19. | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah
Domestik;

20. | Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas
Kabupaten/Kota;

21. |Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik.

22. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan

Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan
dan Jembatan;

23. | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan;

24. | Pengelolaan Leger Jalan;

25. | Survey Kondisi Jalan/Jembatan;

26. | Pembangunan Jalan;

27. | Pelebaran Jalan Menuju Standar;

28. | Pelebaran Jalan Menambah Lajur;

29. ' Rekonstruksi Jalan;

30. | Rehabilitasi Jalan;

31, | Pemeliharaan Berkala Jalan;

32. | Pemeliharaan Rutin Jalan;

33. | Pembangunan Jembatan;

34. | Pembangunan Flyover;

35. | Pembangunan Underpass;

36. | Pembangunan Terowongan/Tunnel;

37. | Penggantian Jembatan;

38. | Pelebaran Jembatan;

39. | Rehabilitasi Jembatan;

40. | Pemeliharaan Rutin Jembatan;

41. | Pemeliharaan Berkala Jembatan;

42. | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat; o

43, | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan;

44, | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan;

45. | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan
Penampung Air Lainnya;

46. | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku;

47. | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;

48. | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku;
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NO KEGIATAN
- 49. | Pembangunan Unit Air Baku;
50. | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;
51. | Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku;
52. | Rehabilitasi Unit Air Baku;
53. | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;
54. | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku;
55. | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku;
56. | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku;
57, | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
58. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
' 59. | Rehabilitasi Bendung Irigasi;
60. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa;
61. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak;
62. | Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah;
63. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah; -
64. | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
65. | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;
66. | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa;
67. | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
68. | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah;
69, | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah;

3. Rincian Kegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan
Umum untuk Kabupaten/Kota

NO KODE KEGIATAN

1, 1.3.2.201 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2. 1.3.2.202 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi vang
Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

3. 1.3.3.201 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4, 1.3.4.201 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan di Dacrah Kabupaten/Kota

Si 1.3.5.201 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. 1.3.6.201 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
yvang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota

7. 1.3.7.201 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di
Kawasan Strategis Dacrah Kabupaten/Kota

8. 1.3.8.201 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah
Dacrah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung

9. 1.3.9.201 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

10. | 1.3.10.201 | Penyclenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

www.peraturan.go.id



83 2022, No.1335

4. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan
Umum untuk Kabupaten/Kota

NO KEGIATAN
1. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2. | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan /Perbaikan
SPAM

3. | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan ‘
4. | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

5. | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

6. | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
7

8

9

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum

10. | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM olch
Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri

11. | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh
Pemerintah Desa dan Kelompok Masyvarakat

12. | Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM

13. | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM

14, | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

15. | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

16. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
17. | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

18. | Pembangunan/Penyecdiaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Terpusat Skala Kota

19. | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan  Sistem Pengelolaan  Air
Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

20, | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan  Sistem  Pengelolaan  Air
Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

21, | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

22. | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik

23. | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik I
24. | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah
Domestik

25. | Operasi dan Pemeliharaan Sistern Pengelolaan Air Limbah
Domestik

26. | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala
Permukiman

27. | Pembangunan/Pcnyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Terpusat Skala Permukiman

28. | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Penyediaan Jasa
X Penyedotan Lumpur Tinja

29, | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

30. | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
31. | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan
Sarana dan Prasarana IPLT
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NO KEGIATAN

32. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan
Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan
dan Jembatan

33. | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
34. Pengelolaan Leger Jalan

35. | survey Kondisi Jalan/Jembatan

36. | Pembangunan Jalan

37. | pelebaran Jalan Menuju Standar

38. | Pelebaran Jalan Menambah Lajur

39. | Rekonstruksi Jalan '
40. | Rehabilitasi Jalan

41. | pemeliharaan Berkala Jalan
42. | pemeliharaan Rutin Jalan
43. | Pembangunan Jembatan

44. | pembangunan Flyover

45. | Pembangunan Underpass

46. | pembangunan Terowongan/ Tunnel

47. | Penggantian Jembatan

48. | Pelebaran Jembatan

49. | Rehabilitasi Jembatan

S0. | Pemeliharaan Rutin Jembatan

51. | penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan
Penampung Air Lainnya

52. | penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku

53. | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

54. | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

55. | Pembangunan Unit Air Baku

56. | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya

57. | Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku

58. | Rehabilitasi Unit Air Baku

' 59. | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya

60. | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
61. | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
62. | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku

63. | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

64. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
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65.

Rehabilitasi Bendung Irigasi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

67.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak

68.

Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

09,

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah

70.

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

71.

Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

72.

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

73.

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak

74.

Operasi dan Pemcliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

75.

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
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